Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja
No, 55 tahun 1955,

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABRAJA

menetapkan peraturan daeral; sebagai berikut :

PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaja mengenai pendirian bangun-
bangunan dalam daerah Kota Besar Surabaja”.

 Pasal 1.

Kaentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ke-
tentuan dari ,Bouwvercrdening” Kota Besar Surabaja jang ditetapkan pada
tanggal 22 Desember 1915 sebagai telah dibah dan ditambah terachir dengan
peraturan deerah pada tanggal 26 Pebruari 1930 jang diundangkan dalam
Provinciaal Blad van Oost-Java Seri B No. 11,

Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebulb ,Peraturan pendirian bangunan
¥ota Besar Surabaja” mulaj berlake pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Surabaja Daerah Sementara Kota Besar Surabaja
L. pada tanggal 10 Agustus 1955,
R.PPA. MAKMUR : : Ketuan,
Wakil, - tt.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja :
Sekretaris,
MOH. JACOEB

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan
irat ieputisannja No, O/BH/75/364 tertanggal 12 Agustus 1955, -

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal
(5 Agustus 1955 Seri B No, 1L _ _



+BOUWVERORDENING"

Jang dimaksud dalam pasal 1, Peraturan Pendirian Bangunan Kota wmumn
Surabaja”,

AUE_umw unduk vﬂ.ﬁam kali dengan Peraturan Daerah No. 3 th. 1957;
. kedva ., " »  No. 5 th. 1958).

BAB 1
Ketentuan-ketentuan umum,

Pasal 1.
Definisi,
Jang dimaksud dalam peraturan ini dengan;
.E&.&._ : semnua djalan baik besar maupun ketjil dan Japangan-lapangan,
ketjuali jang terletak dihalaman-halaman rumah kediaman dan merupakan
djalansmasuk kesebuah bangunan.

Garis sempadan bangunan : garis jang ditetapkan menurut aturan-aturan
dalam peraturan ini dan jang pada pendirian baru atau perubzhan kearah
djalan, tidak boleh dilampui oleh bangun-bangunan jang akan didirikan atau
akan diperbaharoi.

Garis scpempadan pagar : ganis jang ditetapkan menurut aturan-aturan
a.w_mb._ peraturan ini dan jang pada pendirian bary ataw perubahan kearah
djalan, tidak bofeh dilampaui oleh pagar-pagar halaman jang akan didirikan
atau akan diperbaharui.

. Garis bangunan : potongan dengan muka-tanah dari dinding-dinding luar
jang menghadap kedjalan dari bangun-bangunan jang sudah ada atau akan
didirikan.

_ Garis pagar: polongan dengan muka-tanah dari pagar-pagar halaman
Jang menghadap kedjalan,

Kepala Daerah : Walikota Kepala Dacrah Kotamadya Surabaja.

"D.P.R.D.  : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaja.

Pengawas garis sempadan : pegawai Kotamadya Surabaja jang diserahi
inemimpin Dinas pendirian dan pengawasan bangun-bangunan atau wakilnja
jeng ditundjuk oleh Kepala Daerah.

Pengawas pendirian bangun-bangunan : pengawas garis sempadan dan
pegawai-pegawai bawahannija.

, Pemegang idzin bangunan : orang jang memperoleh idzin bangunan dan
Jang namanja disebutkan dalam idzin itu.

4

Pemilik : dimana dalam peraturan ini dipergunakan kata pemilik, maka
dimaksud djuga pemilik-pemilik hak opstal, pemilik-pemilik hak turun-tu-
murn, pemilik-pemilik hak untuk mengenjam hasil milik orang lain, pemilik -
pemilik hak benda untuwk mempergunakan ataw mendiami, pengurus atau
wakil-wakilnja.

Diika peraturan ini membebanlkan kewadjiban kepada atau memuat la-
rangan untuk pemilik sebidang tanah atan bangunan jang terletak diatasnja
atau pekerdjaan jang terdapat didalamnja, sedang pemilik jang bersangkutan
adalah suatu badan hukum, maka kewadjiban atau larangan itu dibebankan
pada atau berlaku untuk pengurus badan hukum tersebut,

BAB 1
Pembuatan dan pemeliharaan djalan-djalan,

Pasal 2,

Pembuatan &n—mﬂéw—g

(1) Dilarang membuat djalan«ijalan, ketjuali dengan idzin dari D.#.R. D,
dan menurut sjarat-sjarat jang telah atau akan ditetapkan olehnja, jalah sjar
rat-sjarat mengenai tempat, ukuran, arah tinggi, &onstruksi dan pengawasan
etas pembuatan djalan-dialan itu dan ketjuali rentjana djalan-djalan, jang
meliputi djalan-djalan jang akan dibuat itu serta rentjana saluran-saluran pem-
bangunan air dan rentjana pematusan jang bersangkutan, untuk keperluan
mang rentjana djalan-djalan tersebut dibuatnja, lebih dahulu telah ditetapkan
oleh D, P.R.D,

(2) Idzin untuk pembuatan djalan-djalan tidak diberikan oleh D.P.R.D.
Letjuali antuk djalan-djalan jang terutama mempunjai letak dan tudjuan
seperti djalamvdjalan sederadjat, tertjantum <dalam rentjana perluasan jang
telah ataw akan ditetapkan oleh D.P.R.D. dan jang konstruksinja serta kons-
truksi saluran-saluran pembuangan air jang terdapat didalam atau disepandjang

" djatan-djalan memenuhi sjaret-sjarat jang ditetapkan untuk djalan-djalan

sederadjat, jang direntjanzkan dalam remtjana perluasan tersebut dia‘as.

{3} Dalam mengadjukan permchonan idzin mengenai apa jang dimaksud distas
harus dilampirkan ranghap dua :

a. rentjana djalan-djalan jang akan dibuat serta sambungan-sambungen
dari djaringan djalan-djalan jang sudah ada dan sambungan-sambungan
dengan- djalan-djalan jang berbatasan sebagai tertjantum dalam rem-
tjana periuasan;

b. rentjana djaringan djalan-djalan jang akan diliput djalan jang akan
dibuat dan rentjana saluran-saluran pembuangan air/sexta pematusan
dari djaringan djalan-djalan tersebut dengan skala 1: 50: .



n...Eo.v&..?a&.~a§_wan§m%ﬂ&£msu_.mbmmwms&cﬁnamamgmwm_m
1 : 400; ) ' :

d. propil-propil melintang dalam djumish jang tjukup banjak untuk

dapat mempertimbangkan konstruksi djalan dengan skala 1 : 50;

4 .Uh...u.mmu._. jang telah dibuat dengan idzin D.P.R.D. dapat diserahkan dengan
hale mililk kepada Kotamadya Surabaja dalam waktu schurang-kurangnja satu
tahun, setelah diatas tiga perempat bagian dari djumnlah persil jang terletak
pada djalan itu selesai didirikan bangun-bangunan.

Pasal 3.
Pemeliharaan djalan-djalan.
m.ou....m_mw.ﬁgmr djalan berkewadjiban :

a. Bmﬁnog:wam dengan sebaik-baiknja djalan-djalan jang mendjadi milik-
nja, termasuk djuga pekerdjaan-pekendjaan jang tendapat didalamnia;

b. mentjapai dan mempertahankan sesuai dengan ‘..H.uwm_n djalan jang
telah’ atau akan ditenbukan oleh D.P.R.D.

c. menjingkirkan segala kotoran dari djalan-djalan dan mendjaga ke
bersihan dengan sebaik-baiknja; i

d. antara matahari berbenam dan matahari terbit menerangi djalan-djalan
itu sedemikian rupa, sehingga penerangan tersebut menjamai pene-
rangan jang diadakan oleh Kotamadya Surabaja didjalan jang sede-
zadjat; _

¢, mengadakan saluman-saluran pembuangan air dan keran-keran keba-
karan didalamnja dan membuat pengerasan djalan diatasnja sedemi-
kian rupa, sehingga menjamai apa jang telah dikerdjakan oleh Kota-
madya Surabaja didalam atau diatas djalan-djalan jang sederadjat.

- BAB I
Pendirian pada djalan-djalan.
Pasal 4.
wﬂﬁﬁmﬁ bangun-bangunan pada djalan-djalan

{1) Pendirian atan pembaharuan seluruhnja dari sual bangunan hanja &-
perbolehkan pada djalan-djalan jang mendjadi milik Negara, Propinsi atau
Kotamadya Surabaja, atau pada djalan-djalan jang telah dibuat dengan idzin
D.P.R.D. Pembuatan djalan jang disebut terachir harus dikerdjakan dengan
mengingat sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam idzin jang bersangkutan, di-
samping itu bagian djalan jang menudju kepersi! jang akan dipergunakannja

karus sudah selesai selumihnja. - -

A

(2) Dengan pendirian atau pembaharuan seluruhnja- dari bangun-bangunan
pada djalan-djalan dimaksud djuga pendirian atsn pembaharuan: seluruhnja
dari bangun-bangunan, jang terletak pada djarak sedjauh-djaubnja 30 meter
dari djalan.

(3) Kepala Daerah berwenang menetapkan aturan-aturan dalam pasal ini
scbagai sjarat-sjarat lebdh landjut dalam memberikan idzin untuk pembaha-
ruan sebagaian, perluasan atau perubahan dari suatu bangunan.

{4) Pembebasan dari aturan-aturan termua: dalam ajat (1) pasal ini dapat
diberikan oleh Kepala Daerah : : : .

a. untuk pendirian atau pembaharuan seluruhnja dari rumah-rumah jang
bersifat setengah permanen, rumah-rumah kebun, bangun-bangunan
jang tidak diperuntukkan guna keperluan rumah tangga dan untuk
rumah dinas jang termasuk bagian dari bangun-bangunan disebut
terachir; i

b, umwk pelaksanaan suatu rentiana pendirian bangun-bangunan guna
memperbhiki perumaban bagi orung-orang jang kurang mampua atau
guna memadjukan usaha-usaha amal oleh perkumpulan-perivumpulan
jang mempunjai kedudukan sebagai badan hukum, jajasan-jajasan
atau perseroan-perseroan terbatas, jang anggaran dasar atau aturan-
aturannja menurut pendapat Kepala Daecrah akan tetap mempunjai
tudjuan-tudjuan tersebut dan berhubung dengan ditu harus memuat
ketentuan, bahwa untuk sesuatu perubszhan harus diperoleh persetu-
djuwan lebih dulu dari Kepala Daerah :

¢. apabila keidaan bangunan jang bersangkutan mengenaj tingkat atau
tjara pembagian milik antara pelbagai pemilik-pemilik, memberikan
alasan jang kuat untuk pemberian pembebasan;

d. untuk pendirian perumahan rakjat jang tidak memakai dinding-dinding
dari batu. .

Pasal 5.
Caris-garis sempadan bangunan dan garisgaris sempadan/pagar.

ﬁ.: Garis-garis sempadan bangunan dan garis-garis sempadan pagar untuk
semua djalan jang sudah ada atau akan dibuat, ditetapkan oleh D.P.R.D.

{2) Garis-garis sempadan bangunan dan garis-garis sempadan pagar darl
djalan-djalan jang sudah ada diubah dan ditetapkan lagi oleh D PF.R.D. apa-
bila hal ini dipandang perlu. .

(2} Penetapan dan perubahan garis-garis sempadan bangunan dan garis-garis
sempadan pagar tidak berlaku untuk bangun-bangunan dan pagar-pagar ha-
laman jang sudah ada, selama bangun-bangunan dan pagar-pagar halaman ini
tidak dibongkar atau diperbaharni, . :



U.ou.mmﬁ uﬂ.:dmdmﬂsg pagar-pagar halaman dimaksud djuga pembaharuan
sebagian demi sebagian, sedemikian rupa hingga dalam waktu tiga tahun
kalaman telah diganti seluruhnja dengan jang baru.

(2} Apabila karena suatu penetapan atau perubahan garis-garis sempadan
bangunan dan garis-garis sempadan pagar untuk djalan-djalan, sebagian darj
halaman-halaman jang termasuk dalam dingkungan bangun-bangunan jang
mnnm: @nm disepandjang djalan-djalan itu atau sebagian dari bangun-bangunan
itu sendiri kehilangan penggunaannja, maka dengan tidak mengurang: kewa-
diiban pemilik untuk menempatkan dinding-dinding luar pagar-pagar hala-
man-halaman menurut garis-ganis sempadan jang ditetapkan terachir, bagian
mﬂﬁwmw.ea baru akan dipergunakan setelah dipergunakan setelah diperoleh per-
setudjuan dari pemilik atau setelah ada keputusan dari pengadilan Negeri,
apakah pemilik menderita kerngian dan apabila demikian halnja, setelah
djumlah wang kerugian ditetapkan. i

@ Dalam menetapkan atau mengubah garis-garis sempadan untuk suatu
M.HEP NM%U Mm.«sﬁumsma menetapkan pula  aturan-aturan lebih landjut
tang tinggi maksimum dari bangun-bangunan disepandjang djalan j
bersangkutan. e e

Pasal &.
Penundjukan garisgaris sempadan bangunan.

A.: Dilarang mendirikan atau mendirikan kembali bangun-bangunan dengan
tidak memperhatikan garis sempadan bangunan jang ditundjuk oleh atau atas
nama Kepala Daerah dan jang ditetapkan terachir oleh D.P.R.D.

Penundjukan garis-garis sempadan pagar.

{2} Um_umwmﬁ.m mendinikan tembok-tembok, pagar2 dan penjekat-penjekat ha-
laman .‘_EE._ ja Muma.m djalan-djalan dengan tidak memperhatikan garis sempadan
pagar jang ditundjuk oleh atau atas nama Kepala Daerah dan jang ditetapkan
terachir oleh D.P.R.D.

Pendirian disudut-sudut djalan,

(3) Dilarang mendirikan bangun-bangunan, tembok-tembok, pagar-pagar
atau penjekat-penjekat halaman lainnja disudut-sudut djalan dengan tidak
membulatican sudut-sudut #tu menurut suatu busur lingkaran, jang seluruhnja
terletak dalam sebuah garis dari sekurang-kurangnja 2 meter, jang merupa-
kan sudut-sudut jang sama besarnja dengan garis-garis sempadan pagar jang
bersambungan,

Pasal 7.
Pendirian dibelakang garis-garis sempadan.
Kepala Daerah berwenang mengidzinkan pendirian bangun-bangunan

atau pagar-pagar halaman di belakang garis sempadan bangunan dan/atau
gar:

Pasal 8,
Pagar-pagar halaman.

{1; Dalam bagian daerah Kotamadya Surabaja jang terletak disebelah Selatan
garis jang diwudjudkan oleh djalan-djalan Karang-Tembok, Praban, Genteng
dan djalan jang merupakan batas antara tanah-tanah partikelir Ketabang-
Utara, dan .Hﬁ.ﬂgg_-m&w&m?- .ﬂm._.m_ﬂm.ﬁ—.m :

a. membnat pagar-pagar batas halaman-halaman dengan djalan-djalan
jang bersangkutan, ketjuali pagar-pagar jang setingginja 1,25 meter
diatas punggung djalan;

b. mempunjai atau mengadakan tanaman-tanaman dan tembok-tembok
jang bendiri bebas atan sesuatu pagar batas halaman jang memuinp
atau mengganggu pemandangan disudub-sudut djalan.

(2) Ketentuan <alam ajat (1) sub a pasal ini tidak berlaku untuk pagar-pagar
halaman jang sudah ada, selama pagar-pagar halaman ini tidak dibongkar.

- BAB IV
Pekerdjaan-pekerdjaan dan’lain sebagainja
diatas atau pada djalan.

Pasal 9.
Pekerdjaan-pekerdjaan diatas djalan.

(1) Dengan tidak mendapa: idzin tertulis lebih dulu dari Kepala Daerah, di-
larang menggali, menanam, memasang tiang-tiang pada, diatas atau melintas
djalan dan membuat djalan-djalan-masuk kehalaman dari pasangan bafu,
trotoar-trotoar dan anak tangga-anak tangga dimuka rumah atau pagar-pagar
halaman jang menondjol keluar garis sempadan,

Benda-benda runtjing pada djalan.
{2) Dilarang mempunjai atau memasang benda-benda jang runtjing atau
tadjam pada bangunan atau pagar halaman jang terletak pada dialan, ketjuali
djika tingginja sekurang-kurangnja dua meter

Pasal 10,
Dihapuskan.

Pasal 11,
Pengaliran air.

(1) Trlarang mengalirkan air kedjalan dari atap, emperan, serambi atau
bagian rumah lainpja jang menondjol keluar jang ditundjuk oleh Kepala
Daerah, ketjuali djika air itu dialirkan melalui pipa-pipa, jang pada bangun-
bangunan baru a“au bangun-bangunan jang didirikan kembali dihubungkan
dengan saluran-saluran pembuangan air, baik jang ‘lerletak diatas maupun



_ﬂ,mv E.gmg Enm.;?bm jang sudah ada, maka letak mnulutnja boleh lebih
tinggi dari pada tiga puluh sentimeter diatas djalan.

@. g ﬁmms_.g&g seluruhnja atau sebagian dari pipa-pipa tenmaksid,

QES pipa-pipa itu harus dihubungkan dengan saluran-saluran pembuangan

ﬂ‘&maﬂ jang terletak diatas maupun dibawah tanah atau saldras-saluran a'r
nnja. i :

Pasal 12,
Pagar-pagar untuk keperluan bangun-bangunan.

(1) Pada pendirian, perbaikan atan pembaharuan ban nan j

. pem| gun-bangunan jang ter-
letak m.mah atau sangat berdekaten dengan djalan, maka tansh tempat ba-
ngunan jang bersangkutan harus dipisahkan dari djalan dengan memperguna-
kan pagar.

(2) Pagar ini, djika ternjata perlu, boleh didirkan diatas djalan, asal sadja
bagian djalan jang akan dipergunakan tidak lebih luas dari pada jang sung-
mpwtmgm..mnw dibutuhkan untuk pekerdjaan jang akan diselenggarakan dan
asal sadja surat idzin bangunan jang bersingkutan dibubuhi tjatatan lebih
dulu oleh Kepala Daerah, jang menjatakan bagian mana dari djalan jang
untuk sementara wakiu diserahkan guna keperluan pekerdjaan jang akan
diselenggarakan,

Amwa:wmmmn ini harus dibuat dari bambu, kaju atau besi pelat jang ‘ingginja
sekurang-kurangnja 1.50 meter dan tidak boleh mempunjai pintu-pintu. j
membuka keluar, pama Eﬂ pintu Jang

(4} _Hﬁwn@mﬂ_mu tjara memasang dan membuat konstruksi vmmm?wmmmu terscbuit
amnEEb pula mengenai tjara memasang dan membuat konstuksi perantjah-
perantjah jang akan dipergunakan. Kepala Daerah berwenang dalam tiap-
tiap hal tersendiri menentukan sjarat-sjarat debih landjut jang menurut per-
timbangannja dianggap periu. )

@ Pagar-pagar dan perantjah-perantjah termaksud dalam pasal ini harus
&aﬁ%&ﬂ? sewaktu-walstu Kepala Daerah menganggap perlu sesuai dengan
kemadjuan-kemadjuan pekerdjaannja, sedang djalan jang bersangkutan se-
lekas mungkin harus dikembalikan dalam keadaan semula oleh pemegang
idzin bangunan,

(6) Apabila sesuatu tidak dilaksanakan dalam wak'u delapan hari sesudah
m@m umavmﬂgdmb maka Kepala Daerah akan memerintabkan pelaksanaan-
nja atas biaja pemegang idzin bangunan. .
(7) Kepala Daerzh berwenang membenikan perketjualian terhadap kewadjiban
eﬁE..._n gm%ﬁg pagar termaksud dalam ajat (1) pasal dni, -apabila mne-
nurut pertimbangannja pekerdjaan dapat diselenggarakan tanpa mhembahaja-
kan lalu-lintas didjalan.
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TAR VYV
Mengenai idzin bangunan.

Pasal 13. .
Idzin bangunan jang diperlukan.

(1) Ketjuali kelentuan-ketentuan jang tertjantum dalam pasal 21, dalam
daersh Kotamadya Surabaja dilarang dengan tidak memperoleh idzin lebih
duhi dari Kepala Daerah :

a. mendirikan atau memindahkan bangunan;

b, mendirikan sesuatu bangunan tambahan pada bangunan jang sudah
ada; -

c. mendirikan tembok-tembok atau pagar-pagar baru;

d. membuat got-got, saluran2 pembuangan air dibawah tanah atau
sumur2 bara; .

c. mengerdjakan perubahan-pernbahan bentuk dari- atau pembaharuan-
pembaharuan pada bangun-bangunan, tembok-tembok, pagar-pagar,
got-got, saluran-saluran pembuangan air dibawah tanah atau sumur-
sumur jang sudah ada, atau mengadakan perubahan-perubahan biasa
didalamnja;

f. melakukan sesuatu pembongkaran;

g. memasang alat rcklame pada suatu bangunan;

h. memasang liang-tiang bendera diatas pondamen batu dan tjerobong-
tjerobong asap jang tingginja lebih dari enam meter.

{2) Menjimpang dari ketentuan jang termaktub dalam ajat (1), idzin untuk
mendirikan bangun-bangunan jang dimaksud dibawah ini dapat diberikan
djuga atas nama Kepala Daerah.
Bangunan-bangunan jang dimaksud diatas ialah : .
a. bangun-bangunan baru seluruhnja, termasuk pula bangun-bangunan
samping serta bangunan-bangunan lainnja lagi, asal seluruhnja tidak
lebih dari 40 m:;
b. penambahan pada bangunan-bangunan sementara, asal seluruhnja
termasuk bangunan jang telah ada tidak lebth dari 40 me:
c. perbaikan/perubahan pada bangun-bangunan sementara jang luas se-
lurubhnja tidak lebih dari 40 maz;
d. penambahan pada bangunan-bangunan tetap dengan bangunan se-
mentara, asal penambahan seluruhnja itu tidak lebih dari 40 ma.

Ketentuan-keten'nan dalam sub a, b, ¢, dan 4, kesemuanja mengenai
bangunan-bangunan jang tidak bertingkat dan dibangun dengan bahan-bahan
deri bambu atau menurut konstruksi rangka dari kaju jang diisi dengan
kaju, Jogam atau dengan bambu, S : -
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) Permintaan-permintaan ini dimasukkan dalam buku register jang chusus
disusun mntuk keperluan itu, dimana ditjatat djuga keputusanikeputusannja
jang telah diambil,

{3} Izin bangunan jang telah diberikan tidak mempunjai keknatan hukium,
selama uang-wang sempadan jang diperhutangkan menurut peraturan uang
sempadan belum dibajar,
Pasal 14,
Pentjabutan idzin,
Idzin jang telah diberikan untuk menjelenggarakan sesuaiu pekerdjaan
tidak berlakuw :

a. wmz&am.. dalam waktu enam bulan sesudah tanggal diberikannja idzin,
ﬁa_w.nahmmu gE..b djuga dimulai, atau pekerdjaan jeng telah diseleng-
garakan itu hanja merupakan svat pekerdjaan persiapan sadja;

b. apabila pekerdjaan dihentikan selama enam bulan berturut-turut ;

c. apabila pemegang idzin bangunan iidak berkepentingan lagi.

Pasal 15.
Pentjabutan idzin.
(1) Idzin jang telah diberikan ditjabut :
a. apabila dalam menjelenggarakan pekerdjaan menjimpang dari aturan-
aturan dalam peraturan ini atau dari sjarat mengikat jang ditentukan
dalam surat idzin bangunan.

b. m”vm_&_m &.Em_ﬂ menjelenggarakan pekerdjaan menjimpany dari ren-
tjana-rentjana dan gambar-gambar, jang merupakan dasar untuk
vemberian idzin;

c. apabila Hn_mvﬁm Daerah berpendapat, bahwa berdasarkan keterangan-
ﬂmﬁ.@@mu jang kemmudian ternjata tidak benar, idzin seharusnja
 berikan.

{2) U&mﬁmsm memulai atan melandjutkan sesuabu pekerdjaan, apabila idzin
sebagai dimeksud diatas tidak berlaku lagi atau di‘jabut.

Pasal 16,

Pembalikan nama suate idzin.

. Alag wm.«gg bersama dari pemegang idzin bangunan dan pihak lain
jeng berkepentingan, Kepala Daerah memerintahkan membalikkan-nama dzin
tersebut atas nama orang jang tersebut temachir.

Pasal 17,

Penjimpangan dari idzin.

{1) Um._.m_B menjelenggarakan sesuatu pekerdjaan, dilarang menjmpang atau
mmemberikan perintah untuk menjimpang dar rentiana-rentjana dan gamber-
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gambar jang telah disjahkan dan dilampirkan pada surat idzin bangunan
alau menjimpang dari sjarat-sjarat mengikat jang ditentukan dalam surat
idzin bangunen jang bersangkutan,

(2) Apabila dikandung maksud usntuk menjimpang dari rentjana-rentjana
atau gambar-gambar jang merupakan dasar untuk pemberian suatu idzi,
maka pemegang idzin bangunan diharuskan menurut tjara jang ditentulan
dalam pasal 19 dari peraturan ini mengadjukan penmohenan untuk mempe-
rojeh idzin baru guna pekerdjaan jang akan diubah itu, sedang perubahan-
perubahan ini tidak boleh dikerdjakam, sebelum idzin untuk pekerdjean pe-
rubahan tersebut diberikan.

{3) Apabila penjimpangan itu tidak begitu besar, maka Kepala Daerah dapat
memberikan perketjualian terhadap ketentuan dalam ajat (2) tersebut diatas
dan atas penmohotian pemegang idzin bangunan penjimpangan itu diper-
kenanian,

Pasal 18,
Idzin ditempat pekecdjaan,

(1) Surat idzin bangunan sernta rentjana-rentjana dan gambar-gambar lam-
pirannja harus selalu tersedia dalam keadaan tidak rusak ditempat peker-
djaan dan atas pertanjaan pertama harus ditundjukkan kepada pengawas
pendirian bangun-bangunan.

{2) Pemborong-pemborong dan penjelenggara-penjelenggara pekerdjaan tidak
boleh mmemulai sesuatu pekendjdan scbagai dimaksud diatas, sebelum idzin
bangunan jang bersangkutan ditundjukkan kepadanja.

Pasal 19.
Permokonan idzin.

{1) Permohonan untulk memperoleh idzin-idzin jang dimaksudkan dalam
pasal 13 dilakukan setjara tertulis dengan mengadjukan surat permohonan
diatas kertas meterai, jang ditudjukan kepada Kepala Daerah dan diterimakan
kepada pengawas garis sempadan dengan disertai turunannja jang dibuat
oleh pemohon dan tidak usah ditanda-tangani.

(2) Surat permohonan harus memuat keterangan {entang sifat dari peker-
djaan jang diselenggarakan dan dalam hal mengenai pendirian bangun-ba-
ngunan baru, djuga dimuat peruntukkan dari bangun-bangunan dersebudl.

Lain dari pada i#tu harus disebutkan pula, apakah pekerdjaan akan i-
selenggarakan sendiri oleh pemohon atau tidak dan apabila tidak, siapakah
jang akan diserahi dengan penjelenggaraan pekerdiaan tersebut

{3} Kepala Dacrah berwenang minta dilampirkannja surat kuasa un'uk per-
mohonan-permohonan idzin bangunan atas nama pihak keliga,
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{4) m.S.& vmg._&._oamb harus disestai ventjana-rentjana dan gambar.gamber
_mﬂgmﬁmnnum jang berang dan sungguh-sungguh memenuhj sjarat-sjarat teqnsk,
masing-masing rangkap dua. . - - .
o H.mg..._mﬁ pada itu harus ditundjukkan pula surat ukur dan turunan
gamwhar ichtisar dari persil jang bersangkiman sebagai terters dialas surat

Permohonan idzin untuk pendirjan bangun-bangunan ‘baru.

(5) bﬁmgm. rentjana-rentjana dan gambar-gambar jang dimaksudkan dalam
ajat ((4) diatas mengenai bangun-bangunan baru, maka setidak-tidaknja harus
terdapat diantaranja :
a. gambar ichtisar u._wﬁw melukiskan .vEm.. bangun-bangunan dise E..h-
djang batas-batas dari persilpersil jang berbatasan; pe
b. rentjana pondasi;

c. m&sg denzh dari m:m.n.aﬁb tingkat bangunan, jang harus menun-
djukkan pula dengan djelas peruntukan dari tiap2 bagian bangunan ;

d. gambar-gambar dari dinding-dinding ltar jang menghadap kearah
dan kelthatan dari djalan;

e, rentiana rangka atap;

. gambargambar belahan (doorsneden) jang diubah - sedemikian rupa
dan dalam djumlah jang tiukup untuk dapat mempenimbangkan
dengan sungguh-sungguh mengenai konstwuksi-konstruks dan ukeran-
ukuran dari bagian2 konstriksi;

g. gambar-gambar perintjian dari kakus-kakus, kandang kandang dan
bangun-bangunan perlengkapannja jang bersifat chusus;

h, umnﬂ_cﬁﬁ.&m@dﬂn” tentang djalannja- gol-got dan saluran-saluran pewn-
buangan air dibawah tanah dan pematusan umum dari tansh jang
bersanghkautan.

Gambar-gambar,

@ Gambar-gambar u..ws,m. dimaksudkan dalam ajat (5] tersebut diatas harus
&d%ﬂ..gzﬁﬁamn?ﬂuguw dengan skala 1:100, keijuali gGambar-gambar
perintjian jang harus dibuat sekurang-hkurangnja dengan skala 1:10, .

(7) Apabila permchonan itw mengenai perubahan-perubahan biasa, perubzah-
ubﬁ.ﬂ?&.gmﬁ bentuk bangunan atau pembahamian-pembaharuan, maka dari
rentjana-rentjana dan gambar-gambar tersebut diatas hanja diampirkan jang
perlu-perlu sadja, sekedar untuk memberikan gambaran jang djelas mengenas
woaﬁ.ﬂ.ﬁﬁa._.ﬁ. akan tetapi dari bangun-bangunan. jang sudah ada harus di-
tundjuldkan gambar-gambar sesuai dengan sjarat-sjarat tersebut diatas dan
datam djumlah jang tjukup untuk dapat mempertimbangkan sifat pekerdjaan.

{#) Darj ﬁggmﬂcﬁ jang diadjukan harus selalu dapat diketahti, bahan-
bakan apakah jang dipergunskan untuk bagisn-bagian konstruksi jang utama.
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(9) Mengenai pekerdjaan-pekerdjaan ketjil. Kepala Dacrah memberikan
perketjualian terhadap tjara mengadjukan gambar-gambar jang ditentukan
dalam pasa! ini. S .

{10) Permohonan ustuk melakukan sesuatu pembongkaran tidak usah disertai

© gambar-gambar.

~ pasal 20,
Pemeriksazn olch pengawas garis sempadan,
(1) Pengawas garis sempadan memeriksa surat-surat serta lampiran-Jampiran
dan melaporkan kepada Kepala Daerah : .

a. apakah dalam lkonstruksi terdapat kekurangan-kekurangan tehnis,
sehingga dapat membahajaken keamanan umum; . :

b. apakah pekerdjean memenvhi aturan-aturan dalam peraturan ini dan
aturan-aturan jang ditentukan untuk kepentingan kesehitan dan pen-
tjegahan kebakaran. o . ’ :

c. apakah rentjana memenuhi sjarat-sjarat arsitektonis jang wadjar;

d. apakah dianggap perlu untuk meminta pentimbangan kepada Komist
Keseha'an DPR.D. atau kepada Komisi Keindahan Kota; -

e. apaksh tafah jang akan dipergunakan untuk tempat mendirikan ba-
agupan ite tenmasuk tanah Negara, jang ditempati setjara sah atdu
tidal. ’ o ’ :

f. mvmwm& u@wﬁ,&mmn jang akan dselenggarakan itu akan membawa
zkibat burbk untuk persil-persil jang berbatasan, lalah mengenai
pematusan dan masuknja sinar matahari dan udara;

g. apabila mengenai permohonan pembongkaran, apakash bangunan
jang akan dibengkar it mempunjai arti penting bagi sedjarah.

{2) Djika pengawas garis sempadan berpendapat, bahwa berdasarkan pe-
meriksaan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal inj tidak ada keberatan untuk
meluluskan permchonan fersebut, maka surat-sural serta lampiran-lampiran-
rja diteruskan kepada Kepala Dacrah dalam waktu delapan hari, setelah

. surab pérmohonan dibubuhi tjatatan tentang adanja keberatan.

(3} .Apabila menurut pendapat pengawas garis sempadan ﬁﬁ.mmﬂg keseratan

untuk meluluskan permohonan itu, maka surat-surat septa lampiran-lampiran-

njz diteruskan dalam waktu empat belas hari dengan disertai pertimbangan

tertulis jang menjebutkan pulz alasan-alasannja.

. - . Kepwlusan Kepala Daerah. .

(4) Kepala Daerah meluluskan permohonan : L

a.. apabila dalam. konstriksi tidak terdapat kekurangan-kekurangan teh-
nis, sehingga tidak membahajakan keamanan umum;

b. apabila pekerdjaan bangunan jtu memenuhi aturan-aturan dalam pera-
.. .. turan ipi dan aturan-aturan jang ditentukan untuk kepentingan kese-
haten. ddn pentiegahan kebakaran; . S
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c. apabila rentjana bangunan memenuhi sjarat-sjarat arsitektonis jang
wadjar;

. mm_ﬁ._&pm dalam hal tanah jang akan dipergunakan untuk tempat men-
dirikan bangunan adalah tanah Negara, tanah tersebut diterapati ze-
tjara sah;

e mm.mcﬂm.ﬁ_m.wmaw@mh itu tidak akan membawa akibat buruk untuk per-
_m..,ruﬁﬂ jang berbatasan, ialah mengenai pema‘usan dan masuknia
sinar matahari dan udara.

Kepala Daersh memutuskan dalam waktu satu bulan setelah menerima
surat-sural serta lampiran-lampiran jang bersangkutan dengan permohonan
ite dan menandatangani dua stel gambar-gambar rentjana dan gambar-gam-
bar lampirannja.

Satu sbel .nmnw. gambar rentjana dan gambar-gambar lampiran serta surat
permohonannja disimpan didalam arsip Kotamadya, sedang satu stel lainnja
serta turunan surat permohonan dan turunan surat keputusan dikembalikan
kepada pengawas garis sempadan untuk segera diterimakan kepada jang
berkepentingan.

Permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
(5) Keputusan tentang penolakan dan djuga tentang pentjabutan suatu idzin,
jang harus menjebuthan pula alasan-alasannja, diberitahukan dengan segera
kepada jang berkepentingan, jang dalam waktu empat belas hari sesudah
tenggal penetapan suret keputusan itu dapat mengadjukan permohonan ban-
ding kepada D.P.R.D.

Melengkapi rentjana-rentjana.
(8) .U.m.w.U.. .ho?.mw Daerah dan pengawas garis sempadan berwenang me-
s.mnﬁpﬁgng supaja gambar-gambar rentjana dan gambar-gambar lampiran
_&wmwwmﬁww atau dilengkapkan, apabila ternjata kurang djelas atau kurang
engkap.

Metengkapkan gambar-gambar,
7) .U.w.x.__u.. m.mvmpm Daerah dan pengawas garis sempadan berwenang me-
Ea_agwwmﬂ Eg?wmbaw perhitungan-perhitungen, jang menundjukkan
_u“w&sﬁ Emmg._vmn.._ﬁu konstrulisi jang akan dipergunakan memenuhi sjarat-
sjarat keamanan jang ditentukan dalam pasal 56 peraturan ini.
Komisi Keindahan Kota.

Amu. Djika berdasarkan ketentuan dalam ajat (1) sub d pasal ini pengawas
garis sempadan melaporkan atau djika Xepala Daerah memandang perlu
untuk meminta pertimbangan kepada Komisi Keindahan Kota, maka Kepala
Daerah imengambil langkah-langkah seperlunja untuk menjusun Komisi
tersebut.

_dhu._”w keperluan tersebut Kepala Daerah mengangkat seorang anggota
dan menjarankan kepadanja, supaja dalam waktu delapan hari sesudah pem-
beritzhuan Kepala Daerah, mengangkat djuga seorang anggota.
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Dua orang anggota tersebut menundjuk anggota jang ketiga dalam waktu
delapan harj sesudah pengangkatan anggota jang kedua; djika mereka dalam
waktu jang telah ditetapkan itu tidak dapat mempercleh persesuaian faham,
demikian pula dalam hal jang berkepentingan tidak mempergunakan wakiu
delapan hari jang dimaksudkan diatas, maka penambahan djumlah anggota
Komisi hingga mendjadi 3 orang itu dilakukan oleh Kepala Daerah,

Dalam walkiu empat belas hari sesudah penundjukan anggota jang ke
tiga, Komisi mmenjampaikan pertimbangannja kepada Kepala Daerah, jang
akan menerima pertimbangan ini sebagai gantinja laporan jang dimaksud-
kan dalam ajat (1) sub c pasal ini.

Djika berdasarkan pertimbangan ini diputuskan untuk meneclak permoho-
nan idzin jang bersangkutan, maka berlakulah bagi jang berkepentingan
ketentuan dalam ajat (5) pasal ini.

Dijika jang berkepentingan dalam waktu jang telah di‘etapkan melalai-
kan penundjukan seorang anggota untuk Komisi tersebut, maka pertimbangan
dikeluarkan oleh dua orang anggota Komisi jang ada.

Komisi tidak menerima pengganti kerugian apapun untuk pertimbangan-
pertimbangan tersebut,

. Pertimbangan Komisi Keschatan.
(9) Djika pengawas garis sempadan melaporkan, bahwa dipandang perlu
untuk meminta pertimbangan kepada Komisi Kesehatan D.P.R.D. atan djika

demikian itu dipandang perlu oleh Kepala Daerah, maka Kepala Daerah akan
mendengarkan pertimbangan Komisi tentang hal ini.

Bangunan jang mempunjai arti penting bagi sedjarah
(10) Dalam hal permohonan jdzin diadjukan untuk membongkar suatu ba-
ngunan jang mempunjai arti penting bagi sedjarah atau ilmu purbakala, maxa
Kepala Daerah berwenang mempertangguhkan pemberian idzin jang diminta
itu hingga mengetahui dengan sungguh-sungguh, bahwa mengenai hal ini
tidak ada persesuaian faham antara jang berkepentingan dengan Dinas Pur-
bakala Pemerintah. _
Pasal 21.
, Idzin tidak diperlukan.
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat (2) pasal 15, idzin jang
dimaksudkan dalam pasal 19 peraturan ini tidak diperlukan untuk :
a. meplester, memutilrkan, menguningkan, mengelabukan mengetir dan
mengetjat;
b. membongkar dan memperbaiki bagian-bagisn jang petjah dalam pa-
sangan batu;
¢. memperbaharui atau memperbaiki lantai-lantai batu dari tingkat-
tingkat bangunan jang langsung terletak diatas tanah, asal sadia
lantaidantai ini tidak terletak diatas lapisan-lapisap balok dan tidak
dibddt ¥ tinggi ataw rendsah; ’
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d. memperbaharyi -atau memperbaiki lantaidantai jang terletak diatay

- lapisan-lapisan balok, asal sadja lantai-dantai ini tidak mendjadi lebih
berat dari pada jang lama, sedang pembebasan idzin ini sama sekali
tidak berlakn untuk memperbaharui atau memperbaiki lapisan-lapisan
balok, djuga fidal berlaku untuk lantai-lantai dari beton atau dazi
kopstrukst jang sedjenis; . .

<. memperbaharui atau memperbaiki bagian-bagian jang mudah - dapat

bergerak dari djendela-djendela dan pintu-pintu; .

f. memperbaharni dan memperbaiki peturtup atap dan usuk-usuk serba
reng-reng. asal sadja tidak diadskan sesuatu perubahan pada kons
-truksi atap jang sudah ada dan tidak dipergunakan djen’s penutup

. atap jang lebih berat dari pada jang lams; . _
g. memperbaiki saluran-saluran pembuangan air dibawah tanah, got-got
- dan tembok2 jang berditi. tersendiri, asal sadja konstruksinja tidak
..nm:._um&“. ’ .

h. mengadakan perbaikan-perbaikan ketjil eeperti membuat Iubang-iu-
bang untuk masuknja sinar matakari dan angin dari sebesar-besarnija
seperempat meter persegi dan membuat emperan-emperan atau
hiasan2 jang menondjol keluar dengan ukuran tidak lebih dari pada
tiga perempal mieter, ‘asal sadja -terletak seluruhnja didalam batas-

. batas ‘halaman ;. : : oo .

1. mendirikan pagar-pagar halaman jang tidak dibuat dari pasangan
“batd dan tidak terletak digaris pagar, pun tidak didjalur tanah terbuka
antare garis pagar dan garis bangunan; :

k. semua pekerdjaan bangunan jang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Propinsi atau Kolamadya Surabaja, asal sadja untuk itu diperoleh

" persetudjuan lebih dahulu dari Kepala Daerah. .
. " Perumahan Rakjat. -

(2) Ketentuan-kelentuar dalam peraturan inj sepandjang mengenai peker-
djaan-pekerdjaan pada rumah-rumah, hanja berlaku untuk perumahan rakjat
jang tidak mempunjs’ pondast da2ni pasmmgan baty terletzk didalam kampung-
kampung afau desa-lesa, tidek terletek .pada suatu djalan dan tidak atau
untuk sebagian sadja dibuah dari batu, djike keten‘uan ketentuan itu memuat
aturan-aturan tentang djarak rumah-rumah hingga batas-batas halaman,
tinggi lantailantai; pemaskaian penutup-penutup atap jang mudah terbakar
dan ketentuan-ketentuan jang dimaksudkan dalam bab XI pasal 64, 65
66, 67, dan 68 peraturan ini. - - .

BAB VI
Banguin-banguan baru.
o Pasal 22, S .
N Luas fanah untuk pendirian bangunan dikota atas. .
(1) Didalam: 'bagian deerah  Kotamadya Surabaja. jang terlétak disebelak
selatan garis jang dimaksud dalam pasal & luas seluruhnja dari bangun-ba-
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R o ha , ﬂ
ngunan serambi-serambi, gang-gang .cmamam..ﬂ dan .uubh:: Mmuﬁcm%a ?JMM@
tidak _um.__w._p meliputi lebih dari pada sepertiga bagian n_HE [uas mhrubr g
bersangkutan, sed tanah-tanah kosong jang mempunjai ukuran __mamna et
kurang dari 2 meter dan pada dua sisi dibatasi oleh g.o%#..ﬁ_dor gin-
an. dihitung sebagai tanah-tanah jang sudah ada bangunannja.

Diatas a@:mb&usm& jang terhitung sebagai sudah m&w cmama?.p.ahww wMﬁ
tidak boleh didirikan bangunan dengan tidak memakai idzin dari Kepala
Daerah.
| upakan bagian dari suatu halaman jang sudah ada

kosong jang mer : ¢
wmuma_wpﬂwp&uwmu aﬁmﬂmb%&or dihitung untuk kedua kalinja dalam menentukan

* juas tamah dari halaman lainnja jang akan diliputi bangunan, ketjuali .&wﬂu
.— . ) ; - . x

,mzya.m jang telah diliputi bangunan dan hanja berlaku un‘uk bagian jang
m.. d "
telum teptutup bangunan.

Djarak antara garis bangunan dant garis pagar.
arek i 5 i kurang-kurangnija harus
jarek antara garis bangunan dan garis pagar sexur 3 s
MW%,“& Qmwﬂ. mmnmaw g bagian dimana akan g&%ﬂﬁ%ﬁhﬂmﬁﬁ@ﬂ“ﬁ va.
jeksi %k lurus is bangunan, i e -
projeksikan tegak I pada garis T . e i
i ari pada pandj aris bangunan itu, diukur ian
w.mpwaﬂﬂ.u m&mua.cm:mﬂmwymmmg jang terletak lebih dari pada sepuluh me-
tep dibelakang garis bangunan fidak tarut dihitung,

Pekerdjaan-pekerdjaan diantara garis bangunan dan garis pagar.
{3} Diantara garis bangunan dan garis pagar tidak boleh @Eﬂmm.mm@nmgh
..mw.mu&mmb%mrmaumﬁb dari pasangan batu atau __....wrmb,vm?.mb lain, jang :.,.;_
Hm‘“._im melebih; 125 meter diatas punggung dan jangd pandjang atau lebarnja
melebihi 3 meter.

pemasan ; i la: , tlang-tiang bendera dan

Untuk gan-pemasangan &B?m.b halaman g n
Mwwuwmmmamu Kepala Dacrahk dapat memberikan pembebasan dari ketentuan da
lum ajat (3) tersebut diatas,

Luas tanah untuk pendirian bangunan diketa bawak.

ids bagi dacrah Kotamadya Surabaja jang »ﬁ...m.mam.w disebelah
MWH.NU %h__wﬁwwb‘umﬁwuswwna datam pasal 8, luas seluruhnja ﬂw” gmnwwuﬁwh
ngunan, seramnbi-serambi, gang-gang _dm_.mamm. nm.a bangun-| m@ghm s
tidak boleh meliputi lebih banjok tempat &mﬁ,ﬁn.&m@@ﬁg arl ﬁm_n ? Jang
sungguh-sungguh diperlukan, supaja sinar ﬁuﬂmwﬂu dan nhmww..nhﬁm asus
dengen leluasa dalam ruangan-ruangan dari bangun-bangunan jang a
dirikan., -

(6) Ketentuan-ketentuan dalam ajat (1), (2, (3) mg. {3) ﬂm&& gﬁn.ww.w ber-
lakuy untuk bangun-bangunan dan pekerdjaan-pekerdjaan jang eudzh se-
lama ini tidak dibongkar.
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Pasal 23.
Sjarat-sjarat untuk tanzh bangunan.

{1} Ua.wm keadaan tanah dimana shan didirikan bangunan kotor, maka ta-
nah ini Hﬁ_.ca digali dan segala sesuatn jang diperoleh dari penggalian itu
harus disingkirkan, mwamsm samua sumur dan saluran pembuangan air di-
gm&gm& harus dikoscnglan dan selandjumia tempat-tempat jang telah
digali it gmwnﬂm saluran-saluran pembuangan air dibawah tanah dan sumur-
sumur jang tidak akan dipergunakan lagi, harus diisi kembal; dengan batu
gragal, pasir bersih atau tanah jang bersih, ~

(2) DPilarang mendirikan bangunan diatas canah jang telah dinjatakan kotor

oleh Kepala Desa,

Pasal 24,
Peminggian tanah.

(1) Djika tanah dimana akan didirikan ban i

. ka ¢ : ngunan, Jdisebabkan karena letak-
Bja _ww_& Eﬁap m,r.wn rendah dari pada halamen-halaman diselkitarnja hwcwa
H&ﬁmr atan Bﬁumw._.xm? u._m.x,m pengglian atay peminggian tanah ini harus di-
alerkan sedemikian rupa, sehingga terdjanvin pernatusan jang sebailk-bailknja,

(2) Dalam hal tersebut diatas dilarang mendirikan bang i

; . b4 munan diatas tanah
sematjam lersebut diatas, ketjuali apabila keharusan untuk I
meninggikan tanah itu teleh dipenuhi. mengaalt st

{3) Halaman-halaman jang akan dipergunakan untuk i
banguran dan jang terletak pada djalanZ, harus ditinggilcan hi
diatas punggung djalan. g hiegga 10 om

Pasal 25,

Dimana terdjadl peninggian tanah jang akan di .
dirian bangunan, maka peninggian tanah ini harus dikerdjakan dengan ﬁﬂmh.
pergunakan batu, gragal, pasir bersih atas tanah jang bersih,

Pasal 26.
Tinggi lantai-lantai,

(1) Lantaidantai dari ruangan-ruangan didalam bangun-ban

. : -bangunan batu dan
bangun-bangunan jang bagian bawahnja terbuat dari pesangan batu dan di-
peruntukkan guna wgu.ﬁ_ﬂ rumah-tangga atau pada wmumnja guna didiaryi
orang, m&mﬁﬁma%gum harus terletak lima pulvh sentimeter diatas pung-
&mﬁm;:m ﬂ%ﬁﬁﬂ&g jang ﬁMJwWBnmwp dan jang berbatasan, atau lma puluh sentimeter

a5 Wk Jang akan ditetapkan oleh D,P.R.D. berhub d j

perbaikan djalan jang wadjar, 79 engan rentiana

(2) Apabila karens ketemtuan terscbut tinggi i i jad’
. i ] ggi lantai-lantai ity akan mendjad’
lebih dari ﬂm@m. 150 meter diatas tamah disekitarnja, maka Kepala %m%&&
dapat memberikan perketjualian terhadap ketentuan dalam ajat {1) pesal ini.
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Pasal 27.

Hubungan dengan got-got dan saluran-saluran
_pembuangan air dibawah tanah,

(1) Got-got atau saluransaluran pembuangan air dibawah tangh jang diper-
gunakan untuk menjalurkan air hudjan dan air kotor (pembilas), sebanjak
mungkin harus mengalir kegot-got atan saluran-saluran pembilas kotoran jang
sudah ada dan harus dibuat sedemikian rupa, sehingga air selalu dapat me-
ngalir.

Kandang-kandang

(2) Dalam halaman-halaman jang ada kandang-kandangnja harus dibuat bak-
bak dari pasangan batu jang tahan air dan dapat ditutup dengan rapat untulk
tempat mengumputkan kotoran kandang. '

(3) Kandang-kandang harus ditempathan sedemikian rupa, sehingga letaknja
sedjauh mungkin dari bagian-bagian halaman jang didiami, dengan memper- -
hatikan pula Xetentuan dalam pasal 4: peraturan ini.

Sumur kotoramn. .
(4) Tiap-tiap halaman harus mempunjai sumur xotoran jang tjontohnja di-
tetapkdn oleh D.P.RD. dan terletak sekurangkurangnja 2 meter dari tem-
bok-tembok rumah dan sekurang-kurangnja 5 meter dari sumur-sumur air
MmN um.

{(5) Dengan pertimbangan Komisi Keschatan Kepala Daerah membertkan
pembebasan dari ketentuan dalam ajat (4) tersebut, djika penjaluran kotoran
itu telzh berdjalan $jukup baik.

Saluran air minum.

{(6) Tiap-tiap rumah batu harus diperlengkapi dengan saluran air minum dari
Perusahaan Air Ko'amadya Surabaja dan harus mempunjai selkurang2-nja
sepuzh keran air. :

Pasal 28.
Geredja-geredja, gedung-gedung pertunkjukan,

(1) Mengenai pendirian geredja-geredja, gedung-gedung sekolah, gedung-
gedung pertundjukan, ruangan-ruangan konsert, musik, tari-menari dan pada
umumnja bangun-bangunan jang didalamnja terdapat ruangan-ruangan dengan
mkuran-ukuran luar biasa, demikian pula apabila bangun-bangunan tersebut
atau bangun-bangunan lain jang serupa harus mempunjai temaga penahan
Jang luar biasa besarnja, maka tembok-ternbok, djenis dan susunan bahan-
bzhan bangunan, penjambungan dan pemasangan baik dari teenbok-ternbok
maupun bahan-bahan bangunan, jang satu dengan jang lain dan diatas tem-
bok-tembok sebagai penjckong; harus mendapat persetudjuan dar] Kepala
Daerah. .
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(2) Mengenai geredja-geredja, gedung-gedung sekolah, gedung-gedung per-
tundjukan, Tang-ruang komsert, musik, tari-menam dan semua bangunan
lain jang diperuntukkan guna pertermnusn-pertemuan, maka pintu-pintu dalam
dan luar jang dipergunakan untuk Jdjalan kelyar harus membuka keluar,
akan tetapi tidak boleh sampal didjalan,

{(3) Pintu-pintu jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, demikian pulz gang-
gang dan serambi-serambi didalam bangun-bangunan itu harus dibuat dalam
djumizh jang tjukup, tjukup lebar dan tjmkup pula susunannja, satu-dan lain
menurut petundjuk-petundjuk Kepala Daerah,

Pasal 29,
Mendiami rumah-rumah,

(1) Bumzh-rumah kediaman dari batu, baru boleh didiami oleh pemiliknia
abau diserabkan oleh pemilik kepada orang lain untuk didiami, sehari sesudan
pekerdjaan pendirian dinjatakan selesaj oleh pengawas garis sempadan.

{2) Mengenai pendirian bangun-bangunan tambahan pada rumah jang sudah
ada, maka ketentuan dalam ajat {1) tersebut hanja berlaku untuk bangun-
bangunan tambaghan jtu.

(3) Selesainja suatu bangunan harus dinjatakan dengan sural pernjataan
Jang diberikan oleh pengawas gars sempadan sesuai dengan ketenuan dalam
ajat (8) pasal 46 peraturan ini,

BAB VI
Pemeliharaan dan pemakaian halaman dan bangunan,

Pasal 29a.
Pemeliharaan bangunan-bangunan.

(1) Kepala Daerah berwenang memberi petundjuk mengenai pembetulan-
pembeiulan pada bagian-bagian konstruksi bangunan, plafon-plafon, lantai-
lantai. dinding-dinding, atap-atap, saluran-saluran pembuangan air dan pada
umumnja untuk memerintohkan mengadakan pembetulan-pembetulan pada
bangunan-bangunan jang dianggap perlu untuk mendjamin pemakaiannjz,
Ke'entiban umum dan kesehatan.

(2) Apabua suatu bangunan dalam seadaan tidak terpelihava atau rusak, se-
hingga menimbulkan pemandangan jang Bdak baik untuk lingkungan sekitar-
nja maka Kepala Daerah dapat memerintahkan supaja pada bangunan itu di-
adakan pekerdjaan2 pemeliharaan/pembetulan jang dianggap perlu untuk men-
dapat suatu pemandangan jang lajak.

(3) Guna mendapatkan penerangan dan mendjamin masuknja udara jang

tjukup-untulk ruangan-ruangan dalam rumah-rumah kediaman, maka Kepala
Daerah dapat memerintahkan untuk membuat djendela-djendela dan iwwbang-
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itbang guna penjaluran uwdara serta untuk membongkar gmgnmn-c.w.umﬁzm?
tanamanfanaman dan alat-alat jang menghalang-halangi masuknja udara
atau tjahaja dengan sempurna,

{4) Segala petundjuk .E.masgn perintah Kepala Daerah harus dikerdjakan
dalam waktu jang telah ditetapkan.

(5) Dalam hal perintah Kepalz Daerah sebagai dimaksud dalam ajat {2) di-
atas tidak dipenuhi, maka Kepala Daerah berwenang untuk memerintahkan
Dinas Kotamadya Surabaja jang bersangkutan untuk mengendjakan pekerdja-
an-pekerdjasn jtu atauw untuk membongkar bangunan jang tidak dipeliharafru-
sak itu untuk meniadakan pemandangan jang tidak baik/lajak.

Pekerdjaan pemelifiaraan/pembongkaran jang dimaksud diatas dikerdja-
kan atas biaja sipemilik bangunan jang bersangkutan.

Pasal 30.
Banguir-bangunan jang dalam keadaan hampir roboh.

(1) Djika suatu bangunan, tembok atau pekerdjaan lainnja dari pasangan
batu atau kaju, selumuhnja atau sebagian dalam keadaan hampir roboh dan
oleh karepanja membahajakan keamanan umum, maka pemilik jang ber-
sangkutan setelah menerima perintah tertulis dengan disertai alasan-alasan-
nja dari Kepala Daerab, harus gegera mengambil tindakan seperlunja mme-
nurut petundjuk-petundjuk dari Kepala Daerah untuk mentjegah bahaja
kercbohan dan selandjutnja memperbaiki, memperbaharui atau membong-
kar apa jang hampir roboh itu dalam waktu jang ditetapkan cleh Kepala
Daerah,

{2) Bangunan, tembok atau pekerdjaan lain dari pasangan batu atau kaju
jang dalam keadaan hampir robok dan terletak pada atau berdekatan dengan
djalan, harus dipisahkan dengan pagar dari djalan dalam walktu jang ditetap-
kan dalam surat perintah tersebut dalam ajat (1) pasal ini, dengan ketentuan
bahwa Kepala Daerzh berwenang memberikan perketjualian terhadap keten-
fuan ind.

(3) Dalam keadaan-keadaan jang sangat mendesak, Kepala Daerah segera
imengambil tindakan seperlunja untuk mentjegah bahaja kerobohan atau
melakukan pembongkaran atas biaja pemilik,

Pasal 31
Rumah-rumahk jang tidak Iajak untuk didiami,
(1) Mengenai rumah-rumah atau bagian-bagian dari rumah-romah jang
karena tjara mendirikan, tjara mengatur atau letaknja dipandang tidak laiak
umnituk didiami dan dengan mengadakan perbaikanpun tdak dapat dipergunakan
lagi untuk tempat tinggal, maka D PR.D. dapat menjatakan seluruhnja atau
sebagian sebagai tidak dapat didiami lagi.

23



Apabila Kepala Daerah memandang perlu untuk mengadakan perbaikan-
perbaikan pada suatu  rumah karema rumah ini  kidak  dapat
didiami lagi, maka &vmgb_nmrwmném kepada pemilik untuk aﬁ:mm&wtb
perbaikan-perbaikan jang di vmbmmsm perlu atau, djika pemilik lebih menju-
kainja, diperintahkannja supaja pemilik pindah atau menjuruh pindah dari
mumah itu, satu dan lain dalam wakiu jang dibetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Pernjataan jang sama dapat dikeluarkan, djika setelah betachirnja wakitu
dimaksud dalam ajat (1) pasal ini perbaikan-perbaikan jang diperintahkan jtu
tidak dikerdjakan dan oleh karenanja rumah-rumah jang eonmmsewgrmﬂ tidak
didiami lagi.

{3) Usul-usu! dimaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal ini pada wakiu jang

bersamaan dikemukakan oleh Kepala Daerah kepada D.P.R.D. dan diberita- -

hukan kepada mereka jang berkepentingan dengan surat dinas tertjatat.

{4) Surat keputusan jang memuat pernjataan bahwa rumah tidak dapat di-
diami lagi, memuat pila perintah pengosongan dalam waktu jang ditentukan,
terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan.

(5) Dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penetapan surat keputus-
an tersebut dalam ajat (4), Kotamadya Surabaja memasang pada muka rumah
jang dinjatakan tidak dapat didiamj lagi, ditempat jang mudah kelihatan,
suatu tulisan jang berbunji : ,umah dinjatakan tidak dapat didiami”,

(6) Rumah-rumah jang oleh Kotamadya Surabaja dipasang tulisan sebagai
dimaksud dalam ajat (5) diatas, tidak boleh didiami, ketjuali oleh orang-
orang jang sudah berdiam dirumah-rumah itu pada waktu tulisan dipasang.

() Dalam waktu satu bulan sesudah tanggal pemberitahuan-pemberitahuan
jang dimaksud, mereka jang berképentingan Herhak mengadjukan keberatan-
keberatannja setjara tertulis terhadap peberitahuan tersebut kepada D.P.R.D.

Sebelum mengeluarkan pernjataan tidak dapat didiami lagi, D.P.R.D.
berkewadjiban meminta kepada Komisi Kesehatan D.P.R.D. untuk mendengar-
kan - keterangan-keterangan dari mereka jang berkepentingan dan meminta
pertimbangan djuga kepada ahli-ahli.

Berita atjara tentang pembitjaraan dengan mereka jang berkepentingan
dan laporan dari ahli-ahli tersebut ditambakkan pada surat-surat jang ber-
sangkutan dengan usul tersebut, :

Pasal 32,
Pemeliharaan halaman-halaman,

(1) Pemilik suatu halaman atau tanah kosong berkewadjiban memelihara
tanahnja dengan sebaik-baiknja dan djika terdapat lubang-lubang, maka atas
perintah Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Komisi Kesehatan, pemilik
harus mengadakan pematusan, meninggikan tanah sedemikian rupa sehingga
dipercleh keadaan jang tjukup kering dan mengambil tindakan sendiri atau

A

memperkenankan diambilnja tindakan-tindakan jang dipandang perlu untuk
kepentingan kesehatan.

¢ EKolam-kolam ikan.

(2) Pemilik suatu kolam tkan berkewadjiban mendjaga, supaja kolam ini
tetap tjukup dalam dan bebas dari tumbuh-tumbuhan, sedang tepi-tepinja
harus dibuat miring dan tjuram, satu dan lain menurut petundjuk-petundjuk
dari Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Komisi Kesehatan.

Sawah-gawah.

(3) Pemilik sebidang sawah dilarang mengalirkan air dari Djawatan Pe-
ngairan kesawahnja, sebelum air ini dibutuhkan unhtk mengerdjakan sawah
tersebut. Sesudah panen, pemilik berkewadjiban menjelenggarakan pematusan
sedemikian rupa, sehingga tanah lekas mendjadi kering.

Sarang-sarang mnjamudk,
(4) Penghuni-penghuni atau pemakai-pemakai halaman berkewadjiban men-
..ua_m_ﬂn. supaja tempat-tempal pengumpulan air jang bagaimanapun djuga,
jang terdapat diatas halaman-halamannja, fetap bebas dari. sarang djentik-
djentik njamuk.

Pasal 33,

Penjambungan dengan saluran-saluran pembuangan
air dibawah tanah,

Ditempat jang sudah terdapat atau sedang dibuat saluransaluran pem-
buangan air dibawah tanah atan got-got untuk kepentingan umum, maka atas
perintah tentulis dari Kepala Daerah dengan diser'ai alasan-alasannja, dalam
waktu serta menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh pemilik-pemilik ha-
laman-halaman jang akan dilalui saluram-saluran tersebut, berkewadpban
memberikan bantuan dalam menjelenggarakan penjambungan dengan sa-
luran-saluran atan got-got tersebut dan B._EE.WE biaja penjambungan jang
bersangkutan.

Pasal 33.

Pembuatan saluran-saluran pembuangan air
dibawah tanazh,

(1) Apabila untuk memperoleh suatu pematusan jang sebaik-baiknja dipan-
dang perlu untuk membuat got-got atau saluran-saluran pembuangan eir
dibawah tanah atau memperbaiki got-got atau saluran-saluran pembuangan
air dibawah tanah jang sudah ada, maka setelah menerima perintah tertulis
darj Kepala Daerah dengan disertai lasan-alasannja, pemilik halaman jang
bersanghkutan berkewadjiban membuat, memperbaiki atau memperbaharui
got-got atan saluran-saluran pembuangsn air dibawah tanah tersebut dalam
waktu jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Perubahan letak got-got dan saduran-saluran.
Pembuangan air dibawah tanah.

(2} Dijika keadaan got-got jang terletuk diatas atau disepandjang suatu ha-
laman tjukup baik, akan tetapi dipandang perlu djuga untuk mengubah ke-
adaan ini, karena berhubung dengan letak balaman-halaman lainnja akan
dipercleh atau dapat terdjamin adanja pematusan jang sebaik-baiknja, maka
perubahan ini akan dikerdjakan atas biaja Kotamadya Surabaja, dalam hal
mana pemilik-pemilik harus memperkenankan dikerdjakan perbaikan atau
pembaharvan sematjam itu menurut petundjuk-petundjuk Kepala Daerah.

Pasal 35.

Pemeliharaan saluran-saluran pembuangan air -
dibawah tanah.

Pemilik-pemilik halaman-halaman diwadjibkan -

a. memperbaiki dan memelihara dengan sebaik-baiknja got-got saluran- .

saluran pembungan air dibawah tanah jang terdapat diatas -Rtou
disepandjang halamannja dan djuga got-got atauw saluran-saluran
pembuangan air dibawah tanah jang terletak diluar halaman mcreka,
jang seluruhnja atan sebagian dipergunakan untuk menjalurkan air
hudjan atau air kotoran dari halaman mereka, Adapun mengenai got-
got atau saluran-saluran pembuangan air dibawah tanah jang disebut
terachir itu hanja dalam hal kewadjiban jang disebutkan dibawah
ini tidak mendjadi beban orang lain;

b, memperlengkapi got-got dan saluran-saluran pembuangan air dibawah

_ tanah tersebut di sub a dengan tutup-tutup dari papan atau pelat besi,’

apabila jang demikian itu dipandang perlu untuk kepentingan ke-
sehatan atau Xeamanan umum.

Penutupan saluran-saluran pembuang air
dibawah tanah, .

¢. djika mempunjai suatu saluran air jang menerobos rumah atau me-
laluj halaman jang berbatasan, mengadakan didalam saluran ini pada
batas halaman mereka, kisi-kisi besi dengan djarak tidak lebih dari
pada 3 am antara jang satu dengan jang lain dan memelihara kisi-kisi
ini dengan sebaik-baiknja, sedang dimuka kisi-kisi dibagian arah
datangnja air harus dibuat sumur endapan jang tahan air dengan
ukuran-ukuran jang tjukup besar,

. Pasal 36,
Kandang-kandang dan kakus-kakus jang kotor.

(1) Djika kandang-kandang atau kakus-kakus jang sudah ada, karena ber-
bau busuk jang disebarkannja, mengganggu penghuni-penghuni persil-persil
disekitarnja atan dapat mengotori tanah atau air didalam sungai-sungai,
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saluran-saluran, mata aimmata air atau sumur-sumur, maka Kepala Daerah
dapat mengusulkan kepada D.P.R.D. supaja kandang-kandang atan kakus-ka-
kus tu dinjatakan tidak baik untuk dipakai lagi.

o .

(Z) Dijtka menurut pemeriksaan ternjata, bahwa suatu sumur air jang sudah
ada, menghasilkan air minum jang tidak memenuhi sjarat-sjarat kesehatan,
maka Kepala Daerah dapat mengusulkan kepada D.P.R.D. supaja sumur itu
dinjatakan tidak baik untuk dipakai lagi.

(3) Dilarang mempergunakan kandang-kandang, kakus-kakus dan sumur-su-
mur air jang oleh D.PR.D. telah dinjatakan tidak baik untuk dipakai lagi.
{(4) Kepala Daerah berwenang mengambil ataiw memerintahkan mengambil
tindakan-tindakan jang dipandang perlu untuk melaksanakan keputusan
D.P.R.D. dan untuk mentjegah pemekaian lebih landjut.

Pasal 31,

Pernjataan tidak baik terhadap geredja, gedung
Kesenian dan kin sebagainja.

(1) Apabila pintu-pintu bangunan dimaksud dalam ajat {2) dan (3) pasal
28 tidak memenuhi sjarat jang telah ditetapkan, maka Kepala Daerah dapat
mengusulkkan kepada D.P.R.D. untuk menjatakan bangunan-bangunan tersebut
tidak baik untuk dipakai selandjutnja.

(2} D.P.R.D. tidak mengambil putusan sebelum menjatakan bahwa jang ber-
kepentingan selambat-lambatnja sati bulan lebih dahulu diberitahukan oleh
Kepala Daerah mengenai usul tersebut,

(3} Dilarang memakai gedung/bangunan serupa seper:i tersebut diatas jang
telah dinjatakan tidak baik oleh D.P.R.D. untuk dipakai selandjutnja.

(4) Kepala Daecrah berwenang mengambil atau memerintahkan mengambil
tindakan sedemikian tupa, untuk melaksanakan keputusan D.P.R.D. dan men-
tjiegah pemakaian gedung/bangunan seterusnja. .

(5) Keputusan-keputusan jang dimaksud dalam ajat (%) pasal ini ditjabu:
oleh D.P.R.D. setelah mercka jang berkepentingan menundjukitan, bahwa
pintu-pintu dari bangun-bangunan fersebut diatas telah disesuaikan dengan
aturan2 dalam peraturan ini.

Pasal 38,

Ketentuan-ketentuan jang berlaku untuk
pembaharuan-pembaharuan,
Ketentuan-ketentuan dalam pasal 26 samipai dengan pasal 29 dan pasal
35 sampai dengan 66 berlaku dan harus diperhatikan dalam mengerdjakan
perubahan bentuk bangunan atau pembiharman-pembaharuan dan perubahan-
perubshan biasa pads bangun-bargunan jang sudah ada, baik selurthnja
maupun sebagian.
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© Pasal 39,

Mengenai perubahan-perubahan bentuk bangunan dan perubahan-peru-
bahan biasa pada bangun-bangunan jang sudah ada, jang berat tembok-tem-
boknja tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 51 ajat (9) dapat member:-
kan perketjualizn terhadap ketentwan dalam ajat (1) pasal tersebut, zpabila
menurnt pendapat Kepala Daerah dalam tiaptiap keadaan luar biasa per-
ketjualian ini dapat diberikan dengan disemiai sjarat-sjarat tertentu.

BARB VYl

Kewadjiban-kewadjiban terhadap pemilik-pemilil
halaman-halaman jang berbatasan,

Pasal 40 )
Tinggi pagar-pagar halaman.

Apabila dikehendaki oleh mereka jang berhak, supaja diadakan pagar
sebagai dimaksud dalam ajat (1) pasal 642 Kitab Undang? Hukum Perdata,
maka pagar ini harus merupakan pagar tembok jang tingginjz dua meber
diatas muka halaman jang tertinggi, dalam hal mana harus memperhatikan
pula ketentuan dalam pasal 22 ajat {3) peraturan ini.

Pasal 41.

Sumur-sumur, saluran-saluran pembuangan air dibawah tanah
dan sebagainja dekat tembok batas bersama,

Barangsiapa ingin menjelenggarakan salah satu dari bangun-bangunan
perlengkapan jang dimaksud dalam pasal 655 Kitab Undang-Udang Hukum
Pardata dekat suatu tembok batas bersama atau tidek bersama, diharuskan
meninggalkan atau mengadakan djalur tanah kosong dari sekurang-kurangnja
dua mefer, akan tetapi dalam membuat sumursumur koteran dan sumur-su-
myr air minwm harus diperhatikan pula diarak jang ditentukan dalam pasal
27 ajat (4) perawiran ini.

Pasal 42,
Pekerdjaan-pekerdjaan jang mudah terbakar.
{1) Bangun-bangunan dari kaju, bambu atau bahan-bahan lain jang mudah

terbakar tidak boleh didirikan pada djarak kurang dari dua satengah meter
dari batas halaman jang bersangkuotan.

Djarak tegubok-tembols batas.

(2) Dalam mendirikan tembok-tembok jang em._wmﬁam tidak tepat diatas
batas-batas halaman jang bersangkutan, maka Antara batas-batas imi dan
tembok-tembok jang akan didirikan harus ada djarak dari sekurang-kurangnja
dua mebder,
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(3) Dalam keadaan-keadaan luar biasa, Kepala Daerah berwenang menetap-
kan djarak lain dari pada jang ditentukan dalam ajat (1) dan (2) pasal ini.

BAB IX
Mengenai pengawasan pendirian bangumbangunan,

Pasal 43.

Jang diserahi untuk menjelidiki pelanggaran-pelanggaran terhadap pe-
raturan daerah inj, selain pegawai-pegawai Kepolisian, jalah Kepala Daerah,
pengawas garis sempadan, pembantu pengawas garis sempadan, opseter-op-
seter Bagian Pengawasan Bangun-Bangunan dan pegawai-pegawaj Bagian Pe-
ngawasan Umum,

Pasal 44,

Perkenan masuk untuk pengawasan pendirian
bangun{bangunan.

(2) Pemilik-pemilik dan penghuni-penghuni halaman-halaman, setelah di-
beritahukan setengah djam sebelumnja, berkewadjiban memperkenankan pe-
ngawas pendirian bangun-bangunan dalam menunaikan kewadjibannja di-
lapangan pekendjaan ini, untuk memasuki halaman-halaman fersebut antara
djam delapan pagi dan djam emam petang.

(2) Walaupun tidak memberitahukan lebih dahulu, pegawai-pegawai tersebut
diatas setiap walttu harus diperkenankan memasuki halaman-halaman, di-
mana sedang <iselenggarakan pekendjaan-pekerdjaan jang bendasarkan ke-
sentuan-ketentuan dalam peraturan ini memerlukan idzin bangunan.

Pasal 45,
Aturan-aturan dari pengawas garis sempadag.

(1) Terhadap semua pekerdjaan, jang berdasarkan ketentuan-ketentuan da-
lam peraturan ini memerlukan idzin, pemegang idzin bangunan dan mereka
jang diserahi dengan penjelenggaraan pekerdjaan, baik mengenai tjara men-
dirikan bangunan maupun bahan-bahan bangunan dan alat-alat _.naagﬁc
jang akan dipergunakan, berkewadjiban mentaali aturan-aturan jang ber-
dasarkan peraturan ini diberikan cleh pengawas garis sempadan untuk kepen-
tingan keamanan, kekokohan dan kekustan bangunan serta keschatan.

Bahan-bahan bangunan jang kurang baik.

(2) Pengawas garis sempadan berwenang Tmemberikan perintah untuk me-
njingkitkan bahan-bzhan bangunan japg kurang baik atau alat-alat jang
djika dipergunakan, dapat hembahajakan pekerdjaan atai bangunan jang se-
dang didirikan, atau jang dapat mehggatiggu keschatan atau menjebabkan
kebakaran,
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(3} Baban-bahan bangunan dan alat-alat tersebut diatas harus disingkirkan
atas perintah pertama dari pengawas garis sempadan,

(4) Bahan-bahan bangunan dan alat-alat jang dimaksud dalam ajat (3) pasal
ini, jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan untuk maksud tertentu, ‘idak
boleh dipergunakan ditempat lain untuk maksud jang sama.

Pemeriksaan tentang ketahanan bahan-bahan bangunan.

{(5) Pengawas pendirian bangun-bangunan berwenang untuk setiap waktu
memeriksa ketahanan bahan-bahan bangunan jang ierdapat ditanah tempat
bangunan atau memeriksa ketahanan bahan-bghan bangunan jang terdapat
ditanah tempat bangunan atau alat-alat jang akan dipergunakan dan me-
ngambil tjontoh-tjontoh dari bahan-bahan bangunan jang akan dipergunakan.

Bahan-bahan bangunan harus memenuhi sjarat-sjarat tertjantum dalam
~Algemeens Voorchriften voor het witvoeren van Werken"”, jang ditetapkan
oleh Djawatan Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Dalam hal bahan-bahan
bangunan dinjatakan tidak dapat dipergunckan, maka alasan-elasan jang
bersangkutan diberitahukan kepada penjelenggara pekerdjaan dalam waktu
sepuluh hari,

Terhadap keputusan itu jang bersanghutan dapat mengadjukan permo-
honan banding kepada D.P.R.D. dalam waktu empat belas hari sesudah
tanggal surat pemberitahuan,

Selama walktu penjelidikan, penjelenggara pekerdjaan atas tanggung-dja-
wab sendiri diperkenankan mengerdjakan terus bahan-bahan bangunan itu,
akan fetapi diharuskan membongkar apa jang telah didirikan dalam walkiu

itu, apabila D.PR.D. sebagai instansi terachir mempertahankan keputusan

“tersebut diatas.

Pekerdja-pekerdja jang tidak tjakap.
(&) _moﬁmmimm garis sempadan berwenang melarang pekerdja-pekerdja jang
tidak tjakap dan Xarenanja dapat merugikan pekerdjaan, untuk turut menje-
lenggarakan suatu pekerdjaan atau sebagian dari pekendjaan itu.

Pemeriksaan dar penggalian ditanah tempat bangunan,
(7) Ditanah tempat bangunan sebagai disebutkan dalam surat idzin, peme-
gang idzin jang bersangkutan berkewadjiban melakukan dan memperkenan-
kan dilekukannja semua pengukuran, penggalian, pembongkaran dan pe-
meriksaan, jang diperintahkan setjara tertulis oleh Kepala Daerah dengan
disertai alasan-alasannja, agar supaja ketentuan-ketentuan dalam peraturan
ini ditepati dengan sungguh-sungguh,

Ketjelakaan-ketjelakaan.

(8} nﬁmmn_&ﬂmb._rm:.mgg jang terdjadi pada waltu dikerdjakan suatu
pekerdjaan, jang berdadarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini me-
merlukan idzin, harus segera diberitahukan kepada pengawas pendirian
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bangun-bangunan oleh penjelenggara pekerdjaan atau oleh pemegang idzin
bangunan, djika pemegang idzin bangunan sendiri jang mengerdjakan pe-
kerdjaan temsebut.

(8) Tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada pengawas garis sempadan,
dilarang anenjingkirkan bagian lonstruksi jang roboh, ketjuali apabila pe-
njingkiran ini harus dilakukan untuk menolong para korban jang tertimbun
atau terdjepit dalam ketjelakaan tersebut.

Pasal 46,

Pemberian perkenan kepada pengawas pendirian
bangun-bangunan untuk mengadakan
pemeriksaan-pemeriksaan.

(1) Pemegang idzin bangunan atau penjelenggara pekerdjaan, dalam hal
pemegang idzin bangunan tidak menjelenggarakan sendiri pekerdjaan itu,
berkewadjiban memberikan kesempatan kepada pengawas pendirian bangun-
bangunan untuk mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dalam ajat
(3), (4), {5) dan (6) pasal ini dan setiap kali kalau pekerdjaan memperoleh
kemadjuan-kemadjuan sedemikian rupa sehingga pemeriksaan-pemeriksaan
jang dimaksudkan itu dapat diadakan, dalam hal mana sekurang kurangnja
24 djam sebelumnja harus memberitativkan kepada pengawas pendirian ba-
ngun-bangunan. . -

(2} Dilarang melandjutkan pekerdjaan, djika pemeriksaan-pemeriksaan jang
ditentukan dalam peraturan ini atau dalam surat idzin bangunan belum
diadakan dan waktu 2 X 24 djam sesudah pemberitahuan jang dimaksudkan
dalam ajat (1) pasal ini belum berachir, ' -

Pemeriksaan oleh pengawas pendirian bangun-bangunan.

(3) Pengawas pendirian bangun-bangunan mengadakan pemeriksaan-peme-
rikeaan sebagai berikut :

Untuk pekerdjaan-pekerdjaan jang dimaksud dalam pasal 13 suba danb :

empat pemeriksaan; jang pertama harus diadakan, apabila alur-alur pon-
dasj telah digali sedalam jang ditentukan; jang kedua, apabila pembuatan
pondasi dan bingkal tras telah selesai: jang ketiga, apabila kuda-kuda be-
gerta pelat-pelat dinding, gulung-gulung, hubungan-hubungan dan semun
pendjangkaran telah dipasang; jang ke empat, apabila bangunan telah selesai,

Untuk pekerdjaan-pekerdjaan jang dimaksud dalam pasal 13 sub ¢, d, ¢
f, g, h dan i, djika tidak termasuk pekerdjaan sub a dan b pasal ini;

dua pemeriksaan; jang pertama harus diadakan pada permulaan peker-
djaan dan jang kedua selama waktu berlangsungnja pekerdiaan.

Pemeriksaan-pemeriksaan bangun-bangunan bertingkat,
(4} Untuk bangun-bangunan bertingkat diadakan djuga pemeriksaan setiap
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kali djika lapisan-lapisan balok serta pendjangkaran-pendjangkaran jang ber-
sangkutan untuk tiap-tiap tingkat bangunan tersendiri telah dipasang.

Pemeriksapn-pemeriksaan beton bertulang.

(5) Untuk pekerdjaan-pekerdjaan darj beton bertulang jang sedang dikerdja-
‘kani, diadakan djuga pemeriksaan ;

2. apabila tjetakantjetakan jang bersangkutan belah disetel dan tulang-
tulang telah dipasang, sehingga dapat dimulai dengan penumbukan
atau penuangan beton;

b. apabila tjetakan-tjetakan tersebut dibuka.

(6) Selandjutnja pengawas pendirian bangun-bangunan akan mengadakan
pemeriksaan-pemerikeaan jang disebutkan dalam surat idzin hangunan,

Pemeriksaan-pemeriksaan luar biasa.
(7) Selain pemeriksaan-pemerilsaan jang ditentukan dalam ajat-ajat tersebut
diatas dalam pesal ini, pengawas pendirian bangun-bangunan mengadakan
djuga pemeriksaan-pemeriksaan luar biasa jang dipandang perhu.

Pemeriksaan bangun-bangunan jang telah selesai.

E?. Pada walin mengadakan pemeriksaan terhadap rwmah batu atau fam-
bahan pada rumah batu jang teleh selosai, pengawas gavis sempadan mem-
berikan surat pernjataan sclesaj kepada pemilik jang bersangkutan, akan
tetapi surat ini tidak akan diberikan, sebelum saluran air minum dan tiorong-
‘tjorong bau busuk dard kalkuskakus dipasang dan djika ada kandang, se-
‘belum diperlengkapi dengan bak-bak pengumpulan kotoran kandang,

BAB X

Mengenai penomoran persilpersil dan bangun-bangunan
dan pasangan pelat-pelat nama,

H.__m.aﬂ 47,

(1) Pemilik-pemilik dari halamandhalaman, baik japg ada maupun jang
tidak ada bangunannja, berkewadjiban memasang ditiap-tiap persil sebuah
pelat jang memuat dengan tjukup terang nomer perponding persil jang
bersangkartan,

(2) Pelab-pelat inj harus dipagang pada djalan masuk disebelah muka persii,
dan apabila persil terdiri atas beberapa halaman atau diatasnja tendapat
beberapa bangunan pada djalan masuk dari tiap-tiap halaman pada tHap-
tiap rumsh, sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan mudah dan te-
rang dari djalan, sedang apabila suatu halaman tidak didiami dan tidak ada
pagarnja, maka pelat ini harus dipasang pada sebuah pilar dari pasangan
batu.
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(3} Pemilik-pemilik sebagai dimaksud dalam ajat (1) pasal ini berkewadjib-
an mendjaga, agar supaja pelat-pelat nomer tersebut diatas selalu dalam
keadaan baik,
Pasal 48.
Nomor rumah,

(1) Pemilik suatu bangunan berkewadjiban memasang pelat nomer menurut
tjonioh jang dipergunakan oleh Kotamadya Surabaja dan memuat nomor
jarg dapat ditanjakan kepada pengawas pendirian bangun-bangunan, diba-
gian bangunan jang menghadap kedjalan, diswatu tempat jang dapat dilihat
dengan terang dar mendjaga agar supaja pelat nomor ini selalu dapat dibatia.

(2) Mengenal rumah2 kediaman bary, pelat? nomor 4sb harus sudah dipa-
sang schari sebelum rumah-rumah itu didiami,

(3) Djika terdjadi perubshan atau penggantian nomornomor oleh Kola-
madya Surabaja maka nomor2 Jama akan ditjoret atas beaja Kotamadya Sura-
baja dan jang demikian itu barus diperbolehkan oleh pemilik dan penghuni
rumah jang bersangkutan.

{4) Dilarang berbuat sesuatu jang menjebabkan tidak dapat dilihatnja lagi
nomor jang telah ditjoret itu dalam waktu satu tahun sesudah pentjoretannija.

Pasal 49.
Pelatpelat nama,

Kepala tumahikepala rumah atay pemakai-pemakai rumah-rumah, pa-
piljut-papiljun (jang dimaksud jalah rumahrumsh turutan jang didiami
tersendiri}) dan bangun-bangunan lain berkewadjiban memasang dan meme-
lihara pelat jang memuat dengan tjukup terang nama dan huruf-huruf muka
mereka, disuatu tempat jang kelihatan dari djalan, pada djalan masuk dari
halaman jang bersangkutan, atau apabila bangun-bangunan tersebut terletak
pada djalan, maka pemasangan pelat dilakukan pada rumah, papiljun atey
bangunan lain tersebut diatas.

BAP XI..
Sjarat-sjarat tehnis.

BAB XI
" Pondasi-pondasi. .
(1) Semua bangunan jang akan diselenggarakan, harus didivikan diatas
pondasi jang memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Kepala Daersh
jalah sjarat-sjarat mengenai kekokohan, kekuatan tekanan diatas tanah jang
diperbolehkan dan mengenai dalamnja muka tanah,

{2} Tiara membuat pondasi harus mendapat persetudjuan dari Kepala Daerah,

jang dalam tiapstiap hal tersendiri dapat menetapkan sua’u tjara pembuatan
pondasi tertentu,
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{3) Pomdasi dari tiap-tiap bangunan jang akan diselenggarakan hams di-
pisahkan dengan bingkai tras dari tembok,

Tinggi bingkal tras ini sekurang-kurangnja harus 38 cm, sedang bagian
dibawah lantai sama dengan bagian jang ada diatasnja

{4) Sebagai pengganti bingkai tras. Kepala Daerah mengidzinkan diperguna-
kannja bahandbahan penjekat atan lapisan-lapisan jang tahan air.

Pasal 51.
Pasangan batu,

(1) Pasangan batu dari batu sungai atau batu karang harus berkurang
tebalnja dari bawah Xkeatas dan sekurang-kurangnja harus dibuat miring
1:10.

(2} Pasangan batu dari batu merah harus diselenggarakan tegak larus dan
teratur serta memenuhi sjarat-sjarat jang .&ﬂﬁpg_ﬁ» untuk suatu pekerdjaan
jang baik,

(3) Tembok-embok tidak boleh bertambah tebal dari bawah keatas, ketjuali
untuk pembuatan hiasan-hiasan bangunan, seperti bingkai Eb@wﬁ kerona
dan sebagainja.

(4) Dilarang membuat tembok-tembok jang tebalnja kurang dari setengah
batu, .

(5) Dilarang membuat gigi-gigi tegak pada pasangan batu baru
Gigi-gigi djatuh diperkenankan hingga setinggi dua puluh lapisan, se-

dang pada pasangan batu jang sama, perbedzan tinggi dari tembok tembok
jang sedang didirikan tidak boleh melebihi dua meter.

(6) Pasangan batu tidak boleh didirikan diatas bingkai tras, selama kosen-
kosen pintu jang akan dipasang belum disetel semuanja,

{Z) Pasangan batu tidak didirikan lebih tinggi dari pada ambang-ambang

bawah dari kosen-kosen djendela jang akan dipasang, selama kosen kosen
djendela itu disetel semuanija,

(8) Tjetakantjetakan untuk pekerdjaan lengkung-lengkung harus ditempat
kan diatas badji-badji, sedang pemakaian tumpukan-tumpukan batu diatzs
papan-papan dan badji-badji hanja diperbolehkan untuk pembuatan lengkung-
lengkung dengan ukuran lebar 1,30 meter atau kurang,

Apabila dibawah lengkung-lengkung atau lapisan-lap'san batu tegak
dipasang kosenkosen jang bersambung pada lengkung-lengkung atau lapisan-
lapisan batu jang legak, maka kosen-kosen harus disetel diatas badji-badji
dan badji-badji ini harus ditjabut, djika batu penutupnja dpasang. Sela-sela
antara pasangan batu dan pekerdjaan kaju batu boleh ditutup, atau djika sela-
scla ini tidak ada, kosen-kosen baru boleh dipasang diatas sendi-sendi, apabila
bangun-bangunan telah mentjapai ukuran tinggi penuh dan rangka a‘apnja
telah dipasang.
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(9)" Tebal pasangan batu dari tembok-tembok harus sebagai berikut .

a. apabila tingkat bangunan tidak melebihi lima me'er tingginja untuk

- ‘bangun-bangunan dengan satu tingkat : satu batu; dengan- dua ting-

- kat : satu setengah batu; _umamms tiga tingkat : dua batu pada tingkat

- . terbawah, sedang pada umumnja untuk tiap-tiap tingkat distasnja.

- tebalnja dapat dikurangi dengan setengah batu;

‘b. apabila tingkat bangunan melebihi dari lima meter aEm_mpEm unfuk

.dmbm.g&mumcng dengan satu tingkat : satu setengah batu; dengan
dua tingkat : duz batu; dengan tiga tingkat : dua setengak batu pada
tingkat terbawah, sedang pada tingkat terbawah, sedang pada umum-
nja untuk tiap-tiap tingkat diatasnja, tebalnja dapat dikurangi dengan
setengah batu;

¢. Untuk tembok-tembok dalam dan tembok-lembok batas jang tidak

memakai lapisan-lapisan balok, tebal minimwm pada bangunan-ba-

.- ngunan sebagai dimaksud distas adalah setengah batu kurang nma

'pada’tebal pasangan-pasangac batu tersebut . diatas.
d. bangunan-bangunan ketjil dan ringan dari satu tingkat &,_.u.mluo_.m&.
o kan memakai tembok-tembok penjangga dan fembok-tembok luar
dari’ setengah batu, akan tetapi dinding udjung harus selalu dibuat
mmﬁ satu batu,

Dalim hil &ﬂaﬂmgmw.g »Qd_waw,ﬁﬂgw setengah batu tersebut diatas,
maka tinggi tingkat dari bangun-bangunan itu, diukur dari bagian-atas lantai
hingga-bagian bawah pelat dinding, tidak boleh melebiki 3 meter dan :nﬂma
gﬁt&ﬁ%?ﬁ%n&-mm%ﬁgggﬁk .

{10 Tembok:tembok dalam,: jang untuk aﬁnﬂum&mmm. suatu H.nobm_u..Ee.m_ rangka
atap diberuskan hingga bubungan, dibagian jang letaknja lebih tinggi dar .
pada pelat dinding, tidak beleh terdapat lubang-dubang dengan ukuran dalam
jang lebih dari 60 X 70 cm.

(11) Tembok-tembok batas &wgmﬂ dari - setengsh batu harus Evm«w:.m,_"
dengan _E_wm_wﬁ. Bpmmwmn dari satu setengah kali satu setengah batu ?wum dja-

rak-djarak tidak lebih dari 3.5 meter.

(12) Upwmmhmb wmm_mﬂ kota, terletak disebelah selatan dari garis Hmam ....FE&.W
sud dalam pasal 8, dilarang mendirikan tembok-tembok jang tingginja lebih
dari sepuluh ‘meter dan-dibagian-bagian kota disebelah utara dari garis tsb.,

lebih dari lima belas meter, dinkur dari muka djalan jang berbatasan hingga
bagian atas bingkaj keronaz atau hingga setengah tinggi dinding puntjak.

Diatas ‘dinding tersebut disediakan _Savmn gnmn.m 8::@9 empat meter
unturk gugm,_ﬁa atap. -

(13) Pahdjang ", bata” umam dimaksud’ dalam pasal ini tidak boleh kurang dari
25 om. ]

ﬁ& Untuk. &&&E nvﬁm_._.m _ﬂmnmﬁ umﬂ.m& %n §mﬁ§mum:§b vgrﬁmﬁa
babu umuu ﬁmn&whmu._m wE.gm dari jang 93%&85 diatas.

(15 Untuk kogstryksi-konsiruksi tembok. jang diperkuat dengan wom_ Kepala
Daerah dapat mengurangi tebal tembok-tembok sebagai ditentukan . dalam
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alat (9) pasal ini, jalah dalam batas-batas kemungkinan jang ada berhubung
dengan keamanan konstruksikonstruksi tersebut.

(16) Kepala Daerah dapat mmenentukan aturan-aturan lebih landjut untuk
pembuatan tembok-tembok pabrik-pabrik ataw gudang dan tembok-tembok,
jang berhubung dengan tingginja, pembebasan berat atau perlemahan karena
sedjumlah besar lubang memerlukan adanja aturan-aturan jang sesuai.

{17) Dilarang membuat tembok-tesnbok jang dimaksud dalam pasal ini setebal

jang ditentukan dengan tjara penempelan, pemlesteran, atau tjara lain, atau
melemahkan tembok-tembok jtu karena pembuatan lubang-lubang atau
tjeruk-tjeruk.

Pasal 52z,
Pekerdjaan-pekerdjaan dari kaju.

(1) Kosentkosen pintu, apabila didirikan diatas lantai-lantai dari batu atan
beton, harus dipasang dengan baut-baut benam diatas sendi-sendi jang kuaz
dari batu alam, besi atau beton.

{2) Kosen-kosen pintu dan djendela harus dikaitkan jang kuat pada tembok
dengan sekurang-kurangnja dua pasang djangkar kosen,

(3) Pemakaian mistar-mistar kapur pada kosen-kosen didalam tembok-tem-
bok setengah batu tidak diperkenankan.

(4#) Penjambungan tiang-tiang scrambi dengan pasangan batu jang menjang-
ganja harus dilakukan dengan baut-haut benam jang kuat, sedang pemjam-
bungan tiang-tHang serambi dengan gulung2 jang disangganja harus dilaku-
kan dengan pasak dan lubang,

{5} Balok-balok lantaj dan balok-balok penarik letaknja tidak boleh diatas
ambang-ambang kosen atau langsung diatas lenghkung-lengkung pelepas.

(6) Letak balok-balok lantai tidak bolch lebih dari 75 cm, dihitung dari poros
keporos.

Untuk tiap-tiap djarak bentang, balok-balok itu harus terdiri dari balok-
balok jang tak bersambung.

Rapil-rapil sekurang-kurangnja harus dibuat sama beratnja dengan balok-
balok jang dirapil,

Balok-balok lantai dalam tiap-tap lapisan balok, setjara berselang-seling
hamus dikaitkan jang kuat pada kedua belzh udjungnja dengan djangkar-
djangkar kuntji dari besi, jang tidak boleh lebih ringan dari pada tjontoh-
tjentoh jang dapat dilihat dikantor pengawas pendirian bangun-bangunan.

(7) Tebal papan-papan lantai sekurang-kurangnja harus 2,5 cm.

(8) Semua pekerdjaan rangka atap dipaku jang kuat menuret sjarat-sjarat
jang ditentvkan untuk suatu pekerdjaan-pekerdjaan jang baik dan apabila
pengawas pendirian bangunbangunan memandang perlu, harus diperkuat
dengan besi.
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Djarak aniara kuda-kuda jang satu dengan jang lain tidak boleh 1ebih
dari 3,5 m. o

Bubungan-bubungan dan gulung-gulung hanja .co_ow dilas pada titik-titik
sitang dengan knda-kuda dan tembok-tembok penjangga.

- lung-gulung dan pelat-pelat dinding harus m.n_&n
&wmwwwwsw%.“wchwwﬂ WMMVQ?GNNSB%&” Unﬂmw:mmm dengan &wu.awﬁ.&.»a?
kar menurut Hontoh jang dapat dilihat dikantor pengawas pendirian bangun-
bangunan.

Djarak antara gulung-gulung jang satu dengan jang lain tidak boleh
lebih dari 3 m. .

Rusuk-rusuk, jang untuk sebuah atap miring dmw# terdiri atas kaju-kaju
jang bersambung harus sekurang-kurangnja mempunjai sambungan dua uﬁ._.:.:
sentimeter pada titik-titik silang dengan gulung-gulung atau pelat-pelat din-
ding.

Rusuk-rusuk tersebut harus selalu dipaku pada bubungan, gulung-gulung
dan pelat dinding dengan paku sekrup jang tivkup pandjang.

Tambatantambatan penjokeng dan tambatantambatan angin didalam
konstruksi rangka atap harus kuat. .
(8) Letak semua penjanga dari kaju harus selals melipuii tebal tembok-tem-
bok jang menjangganja. . .

i djaan-pekerdjaan kaju berhubungan langsung dengan pa-

M%Whhwwwh uhwmw uc&hwm-c&.m__umiw jang akan %WSEB, nﬂ.mﬁu pasangan
bate, harus disaput lebih dahulu sebanjak-banjaknja demgan tir kaju, meni
atau karbolinewrn.

Pasal 53.
Pekerdjaan-pekerdjzan dengan bahan besi.

(1) Besi-besi jang tertanam didalam iembok-tembok jang .&ccmﬁ dani .nnu.wmﬂ
kapur, sebelum ditanam harus disaput dua kali dengan tir atau meni,

(2} Besi jang diperuntukkan guna pembuatan beton bertulang tidak boleh di-
pergunakan, sebelum dibersihkan selurvhnja dari karat,

3) Mengingat akan bahaja kebakaran, E&.S. tangga-tangga _...m.am _n.ﬁa.um_cu.m-
“En oleh penghuni-penghuni rumah, demikian pula anmmmm &QBE..._. wmem-
bingkil, pabrik-pabrik. gudang-gudang dan toke-tcko, jang Bnaﬂ&_..__ keting-
kat jang dipergunskan untuk petusahaan, harus &wnmw tahan api mms”mmn
lapisan beton atau bahan lain jang mempunjai daja pengantar panas jang
rendah.,

{4) Lapisan tersebut diatas harus &v&dﬁmwmu pula untuk _cmﬂow..dw_.ww mur
dan kolom-kolom atau tiang-tiang jang menjangga balok-balok mnur itu.

(5) Djarak antara kuda-kuda besi jang satu dengan jang lain tidak bolch
lebih dari lima meter.
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(6): Untuk rangka-rangka atap dengan djarak bentang lebih dar] lima belas
meter, demikian pula untuk rangka-rangka atap jang dipasang diatas kolom-
kolom atau pilar-pilar jang tingginja lebih dari lima me'er, harus diperhi-
tungkan tersendiri dentang teksnan angin dan tekanan beratnja sendiri.

Pasal - 54.

{(1)" Dalam mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan dari beton bertulang harus
dilakukan menurut ,Peraturan Beton Indonesia™ tahun 1955,

(2). Perhitungan-perhitungan tentang  konstruksi-kenstruksi beton bertulang
harus memenuhi ,Peraturan PBetdon Irdonesia” tahun 1955 jang dimaksud
dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali mengenai tekanan-tekanan dalam beton
jarg diperkenankan dan jang harus dilurangi. dengan 20%. :

Pasal 55, . -
Adukan-adukan pasangan batu,

.E.Um.._.muﬁ.&...mawma._.mwma vmmmuwmm_gg.&new?gm& .&E..ﬁ.&em_,mﬁnmﬁ:
adukan-adukan sebagai berikut: - : oo .
 a. unluk’ pondasi-pondasi dan tembolk luar : adukan baster.

.. b untuk tembok-tembok dalen, baik jang menjangga baiok maupun

. tidek : adukan baster lemah; S o :
¢ untuk bingkai tras dan pekerdjaan tahan air . adukan kuat.

(2). Adukan baster terdiri dari ;. L

1 bagian kapur, 1 bagian tras. 3 bagian pasir; -

1 bagian semen Portland, 1 bagian tras, 4 bagian pasir:

1 bagian semen Portland, 4 bagian pasir;

1 bagian kapur, 2 bagian semen merah, 1 bagian pasir;

(3) Adukan basler lemah terdiri dari':
1 bagian kapur, 1 bagian tras, 5 bagian pasir; © - - :
1 bagian semen Portland, 1 bagian tras, 5 bagian pasir; 1 bagian kapur,

2 bagian semen imerah, 2 bagian pasir;

(4). Adukan kuat terdiri dari: .
1 bagian semen Portland, 2 bagian pasir; L
1 bagian semen Portland, 1 bagian tras, 1 bagian pasir;

1 bagian kapur, 1 bagian tras, 1 bagian pasir;

(5) jang dimaksvd dengan bagian-bagian” dalam pasal' ini lalah bagian2
ukuran. '

(6) Menurut' Perbandingan-perbandingan jang disebutkan dalam pasal ini
hanja boleh didduk djenis-djenis tras, jang memenuhi ~Algemeene Voors:
chriflen Vaor" delevering en de keuring: van Bouwstoffen” oleh. J.A van Jder
Kloes (A.V. van der Kloes). T _
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Seinua djenis tras jang lain hafus diaduk menurut perbandingan-perban-
dingan jang ditentukan untuk semen an.m&.. :

S0 .. .. Pasal 58, :
- Perhitungan. bagianybagian konstruksi.. o
(1) Untuk perhitungan berbagai bagian konstruksi harus ‘dipakai sebagai
dasar : C C
.u.. mm.cmmmw beban _daawnh.m untuk tiap-tiap ms ; )
untuk lantai-lantai ruangan2 dari Hﬁgm&.agm: kediaman dan kanter2
untuk ruangan-ruangan sidang dan ED.&H_EE.. e e .E.o kg
untuk gudang-gudang . . . . . . . 400 ~- SRR 1533 kg
pada tekanan angin jang tegak -lurus pada.arah angin {arah
angin ini ditentukan dengan 10° ) )
dengan bidang mendatar) .

C e ... 100 kg
gaja beral sendiri ranglka-rangka atap besi.. . L

b. sebagai gaja berat sendirl bahan-bahah bangunan untuk

Wwwﬁ% i .- e ... oL 1600 Ky
pasir kering . . . . - . PR 1500 .
pasir  basah . . . . . . . .. 12000,
kerikil . - . . P 1600 .,
pasangan batu dari batu merah buatan penduduk . L1600,
pasangan batu merah buatan pabrik . . . . 1800 .,
baton . . . .o . . . . . 2000
beton  besi . . . . . . .. 2400 .,
besi tuahg . . . . . e . 7300,
besi tempa dan besi tjair . . . . . 7800 .,
kaju djati kering . . - . e . . 00
. ‘kaju besi - . - . . PR . 1000
c. scbagai tekanan jang diperkenankan pada tiap-tiap om: ;- ’
) tarik tekan geser
untuk besi tjamr 1000 1000 800
untuk besi tuang : “e 200 800 200
untuk pasangan batu merah. . . . .
buatan penduduk ) .- o 8. =
untwk pasangan batu merah o S ) B
buatan pabrik - 10 -
untuk kaju- djati menurat arah T : .
serat 80 - SRR 4 e
untuk kaju djatt tegak lurus . : :
pada arah serat o 20 i 20 -

{2) Ukuran vkuran balok harus &E,E_ sedemikian rupa, m&.dum.mm EQ.H._EH...
an terhadap djarak bentang pada beban terberat jang dimungkinkan, tidak
lebih dari 1/600.
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Pasal 57,
Tinggl tingkat bangunan,
{1} Tinggi nuﬂﬁ.nﬂ.m HEEEA.E.E& batu harus sekurang-kurangnja empat
meter, dhukur dari begian atas lantai hingga bagian bawah penggantung-
penggantung plafon. _
Luas ruangan-ruangan,
w Luas ruangan-ruangan rumah batw dari dalam harus sekurang-Xurangnja
ma,
{3) Luas ruangan-ruangan rumah kediaman dari dalam atan rumah-turutan
dari batu, jang ditentukan sebagai tempat kediaman untuk crang Indonesia,
harus sekurang-kurangnja 10 m:,
’ Djendela«ljendela penerangan.

3. .Hﬁ?aﬂv rangan harus mempunjaj sebtah djendela penerangan atau
u.nE..F Hﬁﬁ.g&_ﬁEﬁ berhvbungan dengan udara luar atau gang terbuka,
jang lebarnja sekurang-kurangnja dua meter, sedang luas djendela-djendela
itu harus seperenam luas lantai dari ruangan jang mendapat penerangan.

(5) Apabila menurut keadaan jang sudah ads djendela-djendelz tersebut
mendapat pencrangan dari gang terbuka jang lebarnja kurang dari dua
meter gu.._.— dari halamen dalam jang lebarnja djika tegalk lurus pada bidang
djendela-djendels penerangan kurang dari tiga meter, maka djendela-djen-
dela em%og harus mempunjai ukuran dari dalam seluas tidak kurang dari
eeperlima dari luas ruamgan jang mendapat penerangan.

Kamar-kamar tidur.
(6) Ruangan-ruangan jang dipergunakan ataw akan dipergunakan untuk
kamar-kamar _.ma.HE.. harus diperlengkapi dengan satu atau lebih alat penukar
udara; sedemikian tupa sehingga wemenuwhi kebutuhan,
{7) Penerangan dan péivkaran udara eetjara tidak langsung tidak diperke.
nankan untuk kamarkamar tidur, ¢

Pagal 58,

Tangga-tangga,
E Tangga-tangga jang menudju keruanganqruangan jang pada umumnja
dipergunakan untuk tempat kediaman, sekurang-kurangnja harus 80 cm
lebarnja, diukur antara dua uajung ou-tangga.
(2) Tengge-tangga dan lubang-lubangnja harus diperlengkapi dengan san-
ggg dan balustrada-balustrada jang kuat dan tidak boleh berlapisan
bahan-bahan jang mudah terbakar.
(3) Tangga-tangga, ketjuali tangga-tangga gudang-gudang dan tangga-tangga
tuar, harus diperlengkapi dengan papan-papan penahan.
3 Djarak tiap-tap tangga untuk naik tidak boleh lebih dari 20 om, sedang
djarak pengindjak tidak boleh kurang dari 20 cm,
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(5) Semua anak tangga harus dibuat mendatar dan dimasukkan dalam ibu-
tangga dengan sarahg-sarang jang dalamnja sekurang-kurangnja 1.5 om.

. Pasal 59. :
g&:ﬂﬁwﬁﬁ«ﬁ&u%%

(1) Sumursumur kotoran harus dibuat dari pasangan batu dengan adukan
kuat atau dibuat dari beton jang tahan air dan harus selalu mempunjai dasar
dalem tanah jang tahan air,

(2} Tuwtupnja harus dibuat rapat udara, sedang sebuah tjorong bau busuk
dengan garis tengah dari sekurang-kurangnja 10 cm harus dipasang rapat
udara pula diatas sumur atau diatas saluran jang langsung menghubungkan
kakus dengan sumur tersebut,

(3) Apabila mungkin, maka diperkenankan membuang kelebthan air pem-
bilas didalam sumur kotoran kesaluran-saluran pembilas berlapis jang sudah
ada dengan mempergunakan pipa jang diperlengkapi dengan tirai penahan
bau busuk.

(4) Apabila tjara pembuangan air sebagai dimaksud diates t'dak mungkin,
maka Kepala Daerah dapat menentukan lonstruksi sumur kotoran menurut
tjontoh jang dapat dilihat dikantor pengawasan pendirian bangun-bangunan.
(5) Tiap-tiap rumah batu harus mempunjai scbuah kakus jang dapat ditutup
rapat dari dalam dan jang berhubungan langsung dengan udara luar, baik
dengan sematjam djerdela, mawpun kisi-kisi seluas sekurang-kurangnja
0,05 m:, atau dengan pipa udara jang tiukup memenuhi kebutuhan.

Pagal 60,
Kandang-kandang.

(1) Kandang-kandang harus mempunjai lantai-lantai jang tahan air, sedang din-
ding2? kandang hingga sekurang-hurangnja 35 om diatas lantaj jang tertinggi
harus dibuat dari pasangan batu dengan adukan kuat dan diplester djuga
dengan adukan jang kuat. : :
(2) Apsbila dipergunakan lantai-lantai rangkap, maka lantai atas harus
mudah diangkat untuk dapat membersihkan atau membasmi kuman-kuman
didalam ruangan jang ada dibawahnja.
(3). Pekerdjaan-pekerdjaan kaju didalam kandang-kandang harus diketam
hingga bulat, sedang bagian-bagian jang tadjam dan mentjuat keluar, seperti
Xepala-kepala paku, mur-mur, kait-kait dan sebagainja tidak boleh terdapat
didalam ruangan jang diperuntukkan guna pemeliharaan kuda.

Pasal 61.

Sumursumur air minum.

(1) Sumur-sumur air minum dari batu harus dibuat tahan awr hingga dua
meter dalamnja, dinkur dari muka tanah.
{(2) Sumursumar itu harus dibuat hingga tinggi sekurang-kurangnja 70 em
diatas tanah,
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Pasal 862
Atap-atap, :
(1) Ukwan miring pada atap-atap rumah, sesuai dengan setempat, akan

ditentukan oleh atau atas nama . Kepala Daerah, benhubing dengan sjarat-
sjarat jang harus dipenuhi untuk keperluan. penukaran da‘unﬁ :

(2) Atap-atap tidak boleh ditutup dengan kaju, bambu, wm_&mu.m @En .wmbmm
bahan fain jang mudah terbakar,

{3) mhm?mnmv dari kaju besi boleh dipergunakan,

Pasal 63. .
Penurun-penurun kilat atau penjalur petir,
Mengenai pemasangan alat-alat vﬂucunb kilat, maka cmum ﬁgﬁwumms

@@B:ﬁmu&m&;ﬁﬁgmwﬂgﬁggumﬁmmwmﬂaﬁﬂﬁnamwg &maﬁgg
dapat persetudjuan dari Kepala Daerah, )

Pasal 64,
Larangan membuat lantai-fantal dari tanak,

(2) . Didalam bangun-bangunan jang seluruhnja dibuat dari Dbatu, namwmsm
membuat lantai-lantai dari tanah.

(2} Untuk bangun-bangunan jang hanja sebagian sadja dibuat dari batu,
maka larangan dimaksud dalam ajat (1) pasal ini hanja berlaku untuk bagian-
bagian jang selurvhnja dikelilingi dinding-dinding batu.

Larangan membuat lantai-lantai rangkap.
(3) Dilarang membuat lantai-lantai rangkap, ketjuali :
2, apabila selurvh lantai dibawah dibuat daxi batu atau beton:
b. apabila penulupan ruangan antara lantai bawah dan lantai atas &_m
. kukan sedemikian rupa sehingga tikus tidak dapat masuk, atau lamini

atas setiap wakbtu dapat dianghkat dengan mudah, sehingga ruangan di-
bawahnja selalu dapat diperiksa dan dibersihkan,

Pasal 65. . Co-
Perutupan lubang bambu,

(1) Lubang-lubang didalam bambu jang dapat. &ﬁoum_._bmﬁmm :u?w ﬂmaﬂﬁ
sarang tikus, harus ditutup dengan blek atau semen,

Larangan membuat dinding-dinding rangkap,

(2) Dilarang membuat dinding-dinding rangkap dari bahan-bahan lain selain
bambu, ketjuzli apabila selasels ruangan: antu dinding-dinding . itu
diisi dengan batu atau béton, atay ditutup jang kuat dan rapat, m&uamﬁ tikus
tidak dapat masuk.
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Pasal -66.
.- . Kemstruksi pembuatan plafon.

1 w__wmaa.ﬁrhoa harus - diperlengkapi dengan Ewwuu.__c#wuu vnﬂﬁ.aﬂm&.h
M._W&mﬂ fiaptiap kamar atau djumlsh lubang-lubang ini harus sedemikian
Tupa, mownﬁuw orang ‘dapat memasuki ao__E.:w ruangan. a_.ssa E&Q..u Jang
terdapat didalam suate bamgunan..

{2). Ugmﬁgggg_ggiggéggwg
reng-reng bangun-bangunan dan . serambi-serambi, ketjuali apabila plafos-
plafon ini dipasang sedemikian rupa, sehingga. setiap waktu dapat dilepas-
kan dan disingkirkan dengan mudah.

{3 Ruangan-ruangan diatas plafon harus quaum@vﬁ penerangan jang tjukup
dengan tjara memasang genteng-genteng katja, kuknlk-kukuk jang ,E.E:.G
rapat untuk menghindari tikug dan lain sebagainja,

{4) Lubang-lubang diatas plafon, antara pelat dinding dan rusuk-risuk ugm
terletak diatas peélat dinding tersebut, harus ditutup untuk mentjegah masuk-
nja tikus dan U.E.:bm

: Pasal 677
' Pasangan c:_u:u@mh rumah.
m.gms acwﬁammn rumah harus dikerdjakan sedemikian rupa, w.m?uﬁmm

tikcus-tikus tidak dapat bersarang dan menurut tjontoh-tjontoh hm_em dapat
dilihat dikantor Humaﬂmiwﬂ.a pendirian bangun-bangunan.

" pasal 68.

mﬁ:ﬁv«ﬁ saluran-saluran ugsunun air
&gz.nw tanah untuk Enuanmwr tikus,

Semua got dan a&:ﬁn pembuangan air dibawah tanah jang ditutup dan
tidak setiap waktu dapat dibuka dengan mudah, pada udjung-udiungnja
harus diperlengkapi dengan futup-tutup menurut tjontoh jang dapat dilihat
dikantor. mgﬁwiaﬁm: pendirian bangun- bangunan untuk mentjegah masuknja
tikus,

BiB Xla
N&&Eﬁg untuk kepentingan
voﬁ_Bur»ﬂ nwrm& .
Pasal &8a.

(1) Arbila dipandang perlu, maka aﬁuﬁmp mmenjimpang dari ketentuan-ke-
temtuan dalam pasal-pasal tersebut diatas dalam peraturan ini, aturan-aturan
jang termuat dalam Bab inj berlaku untuk Eamréssmr jang ni&g antuk
wavgnbmm: ﬂanE.Esﬁn rakjat,

(2) - Peruntukan Kgogﬁ ketjuali jang ditentukan, a&&d Uamm_ uw _HE._E E
seburkan dalam suray permohonan jdzin bangunan, -
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Pazal 68b,

.Q Cleh Kepala Daerah, kepada siapa surat pemmohonan idzin bangunan
iu disampaikan, diputuskan tentang pertanjaan pertama apakah bangunan
jang akan didirikan itu mempunjai peruntukan seperti lersebut diatas
atau tidak, dan kedua, apakah tempat dimana bangunan itu akan didirikan
dipandang baik atau tidak untuk pendirian rumah ketjil, .

{2) Apabila diputuskan tidak”, maka jang berkepentingan dadamn wakiu
empat mringgu, setelah diberitahukan temtang keputusan itw, dapat menga-
djukan permohonan banding kepada D.P.R.D. :

Pasal &8¢,

Lebar muka rumah.
m_uv Apabila didirikan rumah-rumah jang letaknja tersendiri, maka dihalaman
jang &memmwsnp? pada keduz sisi dari rumah-rumeh itw dan meliputi se-
Jurth wﬂ&._wna rumah, harus ditinggallkan djalurdjalur tanah kosong jang
lebarnja sama dengan setengah tinggi pelat dinding, diukor dari muka tanah.
Amv bvmcﬂw rumah-rumsh jang letsknja tersendiri didirikan dengan sebuah
.__.E&Bm sisi diatas batas halaman, maka dihalaman jang bersangkutan, di-
wm.@w:&g.m dinding sisi lainnja dan meliputi seluruh pandjang dinding sisi
ini, harus ditinggalkan djatur tanah kosong jang lebarnja sama dengan tiga
perempat tinggi dari pelat dinding tersebut diatas,
{3 Rumzh-tumah jang letaknja tersendiri dan meliputi seluruh lebar ha-
laman jang eﬂgﬁ:ﬁn‘ tidak boleh didirikan, ketjuali apabila antara garis
wmﬂumnmb. pagar dari djalan jang berbatasan dan dinding muka dari mumah-
rumah itu ditinggalkan djalur tanah kosong jang meliput; seluruh lebar ha-
laman dan jang dalamnja sama dengan tinggi pelat dinding tersebut diatas,
(4) Apabila didirikan rumah-rumah bergandeng jang berpasang-pasang,
malka disebelah tap<iap rumah harus ditinggalkan djalur tanah kosong
sebagal dimaksud dalam ajat 2 pasal ini,
{5) Rumahaumzh jang didirikan menutut bentuk bangunan tertutup, harus
mempunjai halaman muka jang meliputi seluruh lebar bersama dari rumah-
E itu dan jang dalamnja sama dengan tinggi pelat dinding tersebut

@ Q&ﬁ.&&ﬁ tanah disuatu halaman jang menurut ketentuan dalam
ajat 1, 2, .m. .nmb 4 pasal ini ditinggalkan kosong, tidak boleh dihitung untuk
kedua kalinja dalam menentukan djalur tanah kosong dihalaman lainnja.

Pasal 68d.
Tinggi lattai.

Tinggi _F:E kamar-kamar tidak boleh kurang dari 25 om, diukur davi
punggung &Emﬂ jang tertinggi jang berbatasan dengan halaman jang ber-
%ﬁﬁ. ketjnali apabila Kepala Daersh menentukan aturan-aturan lebih
landjut berhubung dengan sjaratZz jang harus dipenuhi untuk pembuatan
saluran air dan penjelenggaraan pematusan, :
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Pasal G8e.
Tinggi plafon.

Tinggi kamar tidak boleh kurang dari 275 m, diukur dari bagian atas
lantai hingga bagian bawah penggantung-penggantung plafon,

Apabila plafon-plafon dipasang miring, moka tinggi kamar ratarata
diukur menurt djara tersebut diatas, tidak boleh kurang dari 2.75, dengan
tinggi minimam 2 m,

Aturan ini berlaku djuga untuk konstruksikonstruksi jang penutup atap-
nja dipergunakan pula sebagai plafon, akan tetapi tidak berlaku untuk ru-
angan-ruangan jang menurut kenjataan tidak diperuntukkan tempat kediaman.

Pasal 68f.
Tebal tembok.
{1} Temboktembok luar dan tembok-tembok dalam jang menjangga balok-
balok boleh dibuat tebal setengah batu, ialah untuk tembok-tembok jang
tingginja tidak lébih dari 4 m diukur dari lantai dan jang pandjangnja tidak
lebih dari 4 m, .
Mengenai dinding-dinding puntjak, maka tinggi dinding-dinding diatas
pelat dinding turut dihitung untuk tiga perempat.
(2) Dinding-dinding konstruksi luar biasa harus memenuhi sjarat-sjarat se-
bagaimana wmestinja, jang dalam tiaptiap hal tersendiri harus mendapat
persetudjuan dari Kepala Daerah.
Pasal 68g.
Luas kamar-kamar,

{1) Kamar-kamar dan dinding-dindingnja jang didirikan hingga plafon atau
konstruksi atap, luasnja tidak boleh kurang dari 244 X 3 m2 dan tidak boleh
lebih dari 4 X 41/ m,

{2) Kamarkamar jang menurut pendapat Kepala Daetah uﬁgnumg_.m tjukup

" baik antara jang satu dengan jang lain, jalah dengan lubang-lubang penukar-

an udara didalam dinding-dinding diatas bersama, tidak terikat pada keten-
tuan dalam ajat (1) tersebut diates.

{3) Ketentuanketentuan ini tidak berlaku untuk ruangan-tuangan jang menu-
rut kenjataan tidak diperuntukkan tempat kediaman.
Pasal G8h,
Penerangan dan penukaran udara.

(1) Tiaptiap kamar harus mempunjaj sebuah lubang djendela ataun lebih,

. jang luas selurthnja sekurang-kurangnja 1/9 dari luas lantai kamar, Lubang-

lubang djendela inj harus diperlengkapi dengan djendela-djendela jang dapat
digerakkan dan dapat memasukkan sepenuhnia sinar matahari.
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(2) Dengan tidak tergantung pada lubangdubang djendela tersebut diatas
maka tiap-tiap kamar harus diperlengkapi dengan lubang-lubang penukaran
udara, jang djumlahnja, besar dan tempafnia harus mendapat persetudjuan
dari Kepala Daerah, . o

Pasal 68i. :
Ruangau-ruangan jang dupat diduga tidak diperuntukkan
tempat kediaman. Penjaluran air kotoran, '
(1) Dalam tiap-tiap rumah harus tersedia : . .
dapur dengan tempat pembilas, pula kamar mandi dan kakus jang kedua
duanfa dapat ditempatkan didalam sebnah ruangan. ' ’ ’
Untuk pelajan-pelajan harus ada kakus tersendiri,

Anuﬁauongm&mnﬁ.nﬁm._ﬁwmbaﬁaﬁﬁzmqmumsm&»o...:&&&m& N&v&m
Daerah, i - e

(3) Kepala Daerah berwenang memperkenankan .ﬁaﬁ&h&mb mwc.ﬂmw..._ m_.r,n
penjalur kotoran untuk keperluan lebih dari sebuah rumah,

BAR XN

Ketentuan-ketentuan perketjualian, peralihan,
hukuman dan penutup.

Pasal 69.
. Perketjualian,
(1) Dalam haliha) jang luar biasa dan karena alasan-alasan jang. luar
biasa pula, D.P.R.D. berwenang memberikun perketjualian untuk selama-la-
manja atau untek sementara waktu atazu d ngan pembatalan ‘sjarat-sjarat

jang sudah ditentukan terhadap sesuatu ketentuan atay beberapa ketentuan
dalam peraturan ini. EEE

(2) Dalam hal-ha) jang oleh Dewan ditentukan dalam suatu .wmmsgkﬂ. ter-
sendiri, Dewan dapat memberikan kekuasaan tertjantum dalam ajat 1 pasal
ini kepada Kepala Daerah.

Easal 70.
Sjarat-sjarat idzin,

(1} Apabila dalam peraturan ini ditjanfumkan pemberian wewenang untuk
memberi idzin atau pembebasan, maka didalamnja terkandung. pengertian
adanja wewenang untulk mengikat idzin atau pembebasan .tersebut dengan
sjarat-sjarat guna mendjamin ditaatinja ketentuan-ketentuan dalam: peraturan
ini dan amran-gturan jang berdasarkan peraturan ini.
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* - Permohonan banding kepada
. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,

{2) Djika jang berkepentingan mempunjai keberatan terhadap sjarat-sjarat

dimaksud dalam ajat 1) pasal ini, maka jang wﬁwmﬁﬂdnmmb dalam waktu
empat belas hari dapat mengadjukan permchonan banding kepada D.P.R.D.

Pasa}l 71,
Permchonan banding terhadap surat

perintah Kepala Daerah.
(1) Barangsiapa mempunjai leberatan terhadap perintzh jang Qcﬂ.%mb oleh
Kepala Paerah berdasarkan ketentuan-ketentun dalam peraturan in, dapat
mengadjukan permohonan banding kepada DPR/D, dalam waktu empat
belas hari sesudzh tanggal surat perintah tersebut.
() D.PR.D. dapat membatalkan, mengubsh atau memberi perintah untuk
melaksanakan perintah Kepala Daerah baik disertaj sjarat-sjarat maupun

E . Pasal 72.

© e - Ketentuan peralihan mengesai dialanidjalan.

" Peraturan ini berlaku djuga untuk bagian-bagian dari semua dislsn-dja-
lan jang belum selesai dan sedang dikerdjekan pada saat mnulal berlakunja
peraturan ini dan jang ditundjuk oleh DP.R.D.

Fasal 73.
Ketentuan-ketentuan hukum,
- ] dan
1} Pelanggaran-pelanggaran tethadap ketentuan-ketentuan E&..ﬁnn
M.h.uw mementhi kewadjiban-kewadjiban jang ditentukan atau dibebackan
dalam salah satu darl pasal-pasal :

2, ajat (1) ajat {6)
3, ajat{1)

4 ajat (L),

8, ajat ()

9. ajat (1) dan (2 ajat (3)
10,  ajat (1) dan {4) ajat (3)

12,  ajat . @, (3 dan (5)

EBESERRRRERE

15, ajat @ o ajat (1) dan (2)
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18,  ajat (1) dan (2)

22, ajat (1), (2). (3). dan (5)

23,

24,

25,

26,  ajat (1)

27,  ajat-(1), (2}, (3). (4), dan (6)
28, ajat {1)

29,  ajat (1)

28a, ajat (1), (2), (3), dan {4)

30, ajat. (1) dan (2) 55, ajat (1) dan (6)

ajat (1), (3), {4), (5), (7) dan (9)
ajat (1), dan £2)

ajat (1) dan (3)
ajat (1} s/d (13) dan (17)

LEBEBBEBRES

58, : 64,  ajat (1) dan (3)
59, ajat (1), (2). 5) dan (6) 65,

60, 66,

61, 67,

62,  ajat {1}, dan (2) 68,

63,

demikian pula tidak mengindahkan perintahiperintah jang diberikan
oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan ini dan tidak memenuhi sjarat-
sjarat jang ditentukan dalam surat idzin bangunan sebagai dimaksud dalam
pasal 19 peraturan ini, dihvltum denda sebanjak-banjaknja Rp. 5000~ {lima
ribu rupiah). .

{2) Apabils waktu berbuat pelanggaran tersebut belum lewat satu tahun
sedjak penghukuman dabhulu atas jang tersalah karena pelanggaran jang
sama jang tidak dapat diubah lagi, maka hukwmnan maksimum tersebut dalam
ajat (1) pasal ini diperlipatkan dua kali.

Pasal 74,

Penjingkiran dan lain sebagainja keadaan jang
. ditarang menurut peraturan,

(1) Barangsiapa didjatuhi hukuman karena pelanggaran terhadap apa jang
dimaksud dalam pasal 73, diharuskan dalam waktu jang ditentukan oleh
Kepala Daerah, mengadakan tindakan-tindakan seperlunja untuk memper-
lengkapj kekurangan-kekurangan, demikian pula untuk menjingkirkan, me-
ngubah atau memperbaiki ségala sesuatu jang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam peraturan inj atau demgan perintah-perintah jang diberikan
oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan ini. .

(2) Barangsiapa melalaikan kewadjiban-kewadjiban tersebut diatas, maka
atas biaja jang bersangkutan segala sesuatu dapat dikerdjakan oleh atau atas
namz Kepala Daerah.

Surabaja, 19 Desember 1968,

PUTUS AN :
No. : 57/DPR/68

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG

Menimbang

KOTAMADYA SURABAJA;

bahwa meningkatnja djumlah penduduk kota Surabaja
jang tidak seimbang dengan bertambahnja djumlah
perumahan, pada umumnja mendoreng penduduk
untuk menambah atau memperluas ruangansuangan
tempat-tempat kediaman, agar dapat lebih banjak me-
nampung anggota-anggota keluarga dirumah;

bahwa untuk melaksanakan pembangunan tersebut
oleh Kotamadya Surabaja kerap kali dikeluarkan idzin
perketjualian berdasarkan pasal 69 ,Peraturan penditi-
an bangunan Kota Besar Surabaja” terhadap ketenluan-

. ketentuan larangan jang dimaksud dalam pasal 6 ajat

(1) dan pasal 22 ajat {1), {2) dan (3) peraturan tersebut;

bahwa untuk mempertjepat prosedur tentang penjele-
saian idzin bangunan dalam rangka meremadjakan
kots dan menambah lantjarnja pelaksanaan pemba-
ngunan, dianggep perlu untuk segera mengadakan pe-
nertiban terhadap pemberian idzin perketjualian;

Memperhatikan : pertimbangan Komisi C/Urusan Pekerdjaan Umum sebagai-
mana didjelaskan dalam suratnja tanggal 11 Desember
1968 No. 09/C/1968

Mengingat

v L
2
3.

4.

Undang-undang No, 18 tahun 1965;
..mgmqnaﬂwﬁma&ogmm: {Staatsblad 1948 No. 165):

Pasal 6, 22 dan 69 ,Peraturan pendirian bangunan
Kota Besar Surabaja”;

Surat B.P.H. Urusan Pekerdjaan Umum tanggal 18
Nopember 1968 No, 6201/1019;

i



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : pelaksanaan tentang pemberian idzin perketjualian ber-
dasarkan pasal 69 ,Peraturan pendirian bangunan Kota
Besar Surabaja” sebagai berikut :

L Pemberian idzin perketjualian berdasarkan pasal 69 ajat (2)
.Peraturan pendirian bangunan Kota Besar Surabaja” terhadap ke-
tentuan ketentuan larangan scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 ajat
(1) dan pasal 22 ajat (1), (2) dan (3) peraturan tersebut, dilakukan
oleh Kepala Dacrah Kotamadya Surabaja. o

I Pemberian idzin perketjualian jang dimaksud dalam pasal 69
mengenai pekerdjaan bangunan-bangunan dalam hal-hal jang luar bi-
asa, jang termasuk katagori berat dan menjangkut segi-segi kema-
sjarakatan, sosial, ekonomis dan politis, diselesaikan bersama oleh
pihak Eksekutip dan pihak Legislatip.

IIL Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Turunan Surat keputusan ini disampaikan A.n. Dewan Perwakilan Rakjat
kepada : Daerah Gotong Rojong
H.M. THOHA TAMIN
1. Jth. Bapak Walikota Kepala Daerah Kota-

madya Surabaja; Wk. Ketua,
2, ., Semua Anggola B.P.H. Kotamadya .
Surabaja; Kotamadya Surabaja

3. . Semua Anggota D.P.R.D. - G.R. Ko-
tamadya Surabaja;

4, Semua Kepala Urusan/Dinas/Bagian
Kotamadya Surabaja.




